
 

BAB IV 

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Dieskripsi Data 

1. Gambaran Umum dan Profil Kantor Uriusan Agama Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung1 

 

Kata Bandung berarti bendung atau bendungan karena terbendungnya sungai Citarum oleh 

lava Gunung Tangkuban Parahu yang lalu membentuk telaga. Legenda yang diceritakan oleh 

orang-orang tua di Bandung mengatakan bahwa nama Bandung diambil dari sebuah kendaraan air 

yang terdiri dari dua perahu yang diikat berdampingan yang disebut perahu bandung yang 

digunakan oleh Bupati Bandung, R.A. Wiranatakusumah II, untuk melayari Ci Tarum dalam 

mencari tempat kedudukan kabupaten yang baru untuk menggantikan ibu kota yang lama di 

Dayeuhkolot. 

Berdasarkan filosofi Sunda, kata Bandung juga berasal dari kalimat Nga-Bandung-an Banda 

Indung, yang merupakan kalimat sakral dan luhur karena mengandung nilai ajaran Sunda. Nga-

Bandung-an artinya menyaksikan atau bersaksi. Banda adalah segala sesuatu yang berada di alam 

hidup yaitu di bumi dan atmosfer, baik makhluk hidup maupun benda mati. Sinonim dari banda 

adalah harta. Indung berarti Ibu atau Bumi, disebut juga sebagai Ibu Pertiwi tempat Banda berada. 

Bandung adalah sebuah kota sekaligus menjadi ibu kota provinsi di Provinsi Jawa Barat, 

Indonesia. Kota Bandung juga merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia, setelah Jakarta dan 

Kota Surabaya. Kota ini menjadi kota terpadat kedua di Indonesia setelah Jakarta[b] dengan 

kepadatan mencapai 15.051 jiwa/km2. 

Terletak 141 km di sebelah tenggara Jakarta, 363 km di sebelah barat laut Kota Semarang, 400 

km di sebelah barat Kota Yogyakarta, 675 km (lewat Kota Semarang) & 765 km (lewat Kota 

Yogyakarta) di sebelah barat Kota Surabaya. Kota Bandung merupakan kota terbesar di bagian 

selatan Pulau Jawa. Pada akhir tahun 2024, jumlah penduduk Kota Bandung sebanyak 2.591.763 

                                                             
1 https://kuakiaracondong.blogspot.com/feeds/posts/default, diakses Pada Tanggal 8 Desember 2024, 

pukul18:40. 
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orang.[1][2] Kota Bandung merupakan kota terbesar di Provinsi Jawa Barat tanpa menyertakan kota 

penyangga. 

Kota Bandung merupakan bagian dari Cekungan Bandung (Bandung Raya), kawasan 

metropolitan terbesar kedua di Indonesia setelah Jabodetabek. Kota Bandung berbatasan langsung 

dengan Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat di sisi barat dan utara, serta Kabupaten 

Bandung di sisi timur dan selatan. 

Kota ini tercatat dalam berbagai sejarah penting yang pernah terjadi di Indonesia, salah satunya 

sebagai tempat berdirinya sebuah perguruan tinggi teknik pertama di Indonesia (Technische 

Hoogeschool te Bandoeng–TH Bandung, sekarang Institut Teknologi Bandung–ITB), lokasi ajang 

pertempuran pada masa kemerdekaan,2 serta pernah menjadi tempat berlangsungnya Konferensi 

Asia-Afrika 1955, suatu pertemuan yang menyuarakan semangat anti kolonialisme, bahkan 

Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru dalam pidatonya mengatakan bahwa Bandung adalah ibu 

kotanya Asia-Afrika. Pada tahun 1990, Kota Bandung terpilih sebagai salah satu kota paling aman 

di dunia berdasarkan survei majalah Time. 

Kota Bandung dijuluki sebagai kota kembang, karena pada zaman dahulu kota ini dinilai 

sangat cantik dengan banyaknya pohon dan bunga-bunga yang tumbuh di sana. Selain itu, Kota 

Bandung dahulunya disebut juga dengan Paris van Java karena keindahannya yang mirip seperti 

Kota Paris di Prancis. Banyaknya mall dan factory outlet menjadikan Kota Bandung juga dikenal 

sebagai kota belanja, dan saat ini berangsur-angsur Kota Bandung juga menjadi kota wisata 

kuliner. Pada tahun 2007, konsorsium beberapa LSM internasional menjadikan Kota Bandung 

sebagai pilot project kota terkreatif se-Asia Timur. Saat ini Kota Bandung merupakan salah satu 

kota tujuan utama pariwisata dan pendidikan. 

Kota Bandung dikelilingi oleh pegunungan, sehingga bentuk morfologi wilayahnya bagaikan 

sebuah mangkuk raksasa, secara geografis kota ini terletak di tengah-tengah provinsi Jawa Barat, 

serta berada pada ketinggian ±768 m di atas permukaan laut, dengan titik tertinggi berada di 

sebelah utara dengan ketinggian 1.050 meter 3 di atas permukaan laut dan sebelah selatan 

merupakan kawasan rendah dengan ketinggian 675 meter di atas permukaan laut.  

                                                             
2 Toer, K.S., Kamil, E., (1999), Kronik revolusi Indonesia, Vol. 1, Kepustakaan Populer Gramedia, ISBN 

978-979-9023-27-8. 
3 Suganda, Her (2007). Jendela Bandung: pengalaman bersama Kompas. Jakarta 
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Keadaan geologis dan tanah yang ada di kota Bandung dan sekitarnya terbentuk pada zaman 

kwartier dan mempunyai lapisan tanah alluvial hasil letusan Gunung Tangkuban Parahu. Jenis 

material di bagian utara umumnya merupakan jenis andosol begitu juga pada kawasan dibagian 

tengah dan barat, sedangkan kawasan dibagian selatan serta timur terdiri atas sebaran jenis alluvial 

kelabu dengan bahan endapan tanah liat.  

Sementara iklim kota Bandung dipengaruhi oleh iklim pegunungan yang lembap dan sejuk, 

dengan suhu rata-rata 23,5 °C, curah hujan rata-rata 200,4mm dan jumlah hari hujan rata-rata 21,3 

hari per bulan.[12] 

Catatan dari Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bandung, yakni Bambang Suhari, menyebutkan 

bahwa, di tahun 2022, terdapat 153 ribu m² lahan kuburan yang tersebar di setidaknya 13 TPU di 

Bandung.[13] 130 ribu m² di antaranya sudah terpakai sehingga tersisa 23 ribu m² sahaja.[13] Adapun 

dua kuburan yang masih dapat menampung layanan pemakaman baru meliputi TPU Cikadut dan 

TPU Nagrog.  

Kota Bandung merupakan kota terpadat di Jawa Barat, di mana penduduk aslinya sekaligus 

mayoritas penduduk kota Bandung adalah suku Sunda, sedangkan suku Jawa merupakan 

penduduk minoritas terbesar di kota ini dibandingkan suku lainnya. 

Pertambahan penduduk kota Bandung awalnya berkaitan erat dengan ada sarana transportasi 

Kereta api yang dibangun sekitar tahun 1880 yang menghubungkan kota ini dengan Jakarta 

(sebelumnya bernama Batavia). Pada tahun 1941 tercatat sebanyak 226.877 jiwa jumlah penduduk 

kota ini kemudian setelah peristiwa yang dikenal dengan Long March Siliwangi, penduduk kota 

ini kembali bertambah di mana pada tahun 1950 tercatat jumlah penduduknya sebanyak 644.475 

jiwa. Pada pertengahan tahun 2023, penduduk kota Bandung sebanyak 2.555.187 jiwa.  

Sebagai ibu kota provinsi Jawa Barat, karakteristik penduduk kota Bandung berdasarkan suku 

bangsa sangat beragam dan memengaruhi keberagaman adat istiadat masyarakat Kota Bandung. 

Berdasarkan data Sensus Penduduk Indonesia 2000, sebagian besar penduduk Kota Bandung 

adalah orang Sunda, diikuti oleh Jawa, kemudian Tionghoa, Batak, Minangkabau, dan suku 

lainnya. 

                                                             
Barat: Kompas. ISBN 9789797093358. 
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Sebagai ibu kota provinsi Jawa Barat, warga kota Bandung berasal dari beragam suku bangsa 

dan agama. Data dari Badan Pusat Statistik mencatat mayoritas warga kota Bandung menganut 

agama Islam. Adapun banyaknya penduduk kota Bandung berdasarkan agama yang dianut yakni 

Islam sebanyak 92,17%, kemudian diikuti oleh agama Kekristenan sebanyak 7,31% dengan 

rincian Protestan sebanyak 5,17% dan Katolik sebanyak 2,14%. Penduduk yang menganut agama 

Buddha sebanyak 0,44%, kemudian Hindu sebanyak 0,06%, dan sebagian kecil penganut 

kepercayaan dan Konghucu masing-masing 0,01%. 

Bandung salah satu kota pendidikan, presiden pertama Indonesia, Soekarno, pernah 

menempuh pendidikan tinggi di Institut Teknologi Bandung (ITB) yang didirikan oleh pemerintah 

kolonial Hindia Belanda pada masa pergantian abad ke-20. Beberapa perguruan tinggi yang ada 

di kota Bandung ialah Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Padjadjaran (UNPAD), 

Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), UIN Sunan 

Gunung Djati Bandung (UIN Bandung) Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, (Polban), 

Politeknik Pos Indonesia (Poltekpos), Universitas Telkom (Tel-U), Institut Seni Budaya Indonesia 

Bandung (ISBI), Institut Teknologi Nasional Bandung (ITENAS), Universitas Komputer 

Indonesia (UNIKOM), Universitas Pasundan (UNPAS), Universitas Islam Bandung (UNISBA), 

Universitas Widyatama (UTAMA), Universitas Islam Nusantara (UNINUS), Politeknik Negeri 

Bandung dan lainnya. 

Kota Bandung memiliki 30 kecamatan dan 151 kelurahan. Pada tahun 2017, jumlah 

penduduknya mencapai 2.404.589 jiwa dengan luas wilayah 167,67 km² dan sebaran penduduk 

14.341 jiwa/km². salah satu Kecamatan yang Peneliti telusuri ialah Kecamatan Kiaracondong. 

Kecamatan ini juga sering disebut sebagai Kircon. Kiaracondong berbatasan dengan beberapa 

kecamatan lain seperti Buahbatu. 

Kecamatan Kiaracondong merupakan salah satu bagian wilayah Karees yaitu Kecamatan 

Lengkong, Batununggal, Regol dan Kiaracondong Kota Bandung dengan memiliki luas lahan 

sebesar 613,03 Ha. 

Kecamatan Kiaracondong adalah salah satu dari 30 kecamatan di Kota Bandung. Kecamatan 

ini terdiri dari beberapa kelurahan sebagai berikut. 

1. Babakansari 
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2. Babakansurabaya 

3. Cicaheum 

4. Kebonkangkung 

5. Kebunjayanti 

6. Sukapura 

 

 

 

 

Gambar 4.1  Peta Kecamatan Kiaracondong 

 

 



 

Di Wilayah Kecamatan Kiaracondong terdapat Lembaga Instansi pemerintah yaitu Lembaga 

Kantor Uriusan Agama (KUA) Kiaracondong Kota Band iung adalah instansi piemierintah yang 

biert iugas mielaksanakan siebagian t iugas Kiemient ierian Agama (Kiemienag) di bidang iur iusan agama 

Islam. Kantor Uriusan Agama (KUA) Kiaracondong Kota Band iung mier iupakan instansi t ierkiecil 

Kiemient ierian Agama. 

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementrian Agama yang ada di tingkat 

Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementrian Agama 

Kabupaten di bidang urusan agama islam di wilayah kecamatan.4 

 Visi dan Misi 

 Kantor Uriusan Agama Kiecamatan Kiaracondong Kota Band iung miemiliki Visi dan Misi, 

siebagai bierikiut: 

1) Visi 

Mienanamkan nilai-nilai agama siebagai landasan moral spirit iual dalam bierbagi siegi 

kiehidiupan biermasyarakat di Kiecamatan Kiaracondong Kota Band iung. 

2) Misi 

Bierdasarkan visi t iersiebiut Kantor Uriusan Agama Kiecamatan Kiaracondong Kota Band iung 

miengiemban misi yait iu : 

a) Mieningkatnya k iualitas Kiepienghiuliuan; 

b) Mieningkatnya k iualitas dan k iuantitas Kieliuarga Sakinah 

c) Mieningkatnya k iualitas dan k iuantitas Ibadah Sosial 

d) Mieningkatnya k iualitas Kordinasi Pangan Halal 

e) Mieningkatnya kiualitas dan k iuantitas Kordinasi Kiemitraan Umat/Hisab dan R iukyat. 

 Idientitas Kantor 

 Adapiun Indientitas Kantor Uriusan Agama Kiecamatan Kiaracondong Kota Band iung, Siebagai 

Bierik iut:  

Tahiun Bierdiri : 1969 

Liuas tanah : 240 m2 

Stat ius Tanah : Wakaf dari H. Manan (Alm.) d iengan S iertifikat Nomor: 674, AIW Nomor: N-

8/C/23/VI/89. Liuas sieliur iuhnya 1525 m2  

                                                             
4 Informasi Pelayanan KUA Kecamata Kiaracondong Kota Bandung, Desember 2024. 



 

 (siebagian tanah lainnya dig iunakan olieh Yayasan Fathiul Manan bier iupa Masjid Miftahiul Manan, 

Madrasah Fathiul Manan, dan P iesantr ien Al-Aqabah) 

Liuas Bang iunan : 135 m2 

Jiumlah Riuangan : 8 Riuangan, yait iu: Riuang Kiepala, Riuang R iesiepsionis, Riuang P ienghiuliu, Riuang 

Tata Usaha, Riuang Bimbingan, Riuang Biendahara, Riuang Arsip, dan Toiliet. 

Lietak Gieografis : Jl. Ka ium I No. 10 Kiel. Cicahieium Kiec. Kiaracondong 

 Kota Band iung Provinsi Jawa Barat T ielp. 022-7211149 

Batas Lietak : Utara : Masjid Miftahiul Manan 

 Sielatan : Riumah P iend iudiuk 

 Barat : Riumah P iendiudiuk 

 Timiur : Pasar Cicahieium 

Wilayah Kierja : 6 Kieliurahan d iengan liuas 613,30 Ha, yait iu: 

 Kiel. Cicahieium, Kiel. Babakan S iurabaya, Kiel. Babakan Sari, 

 Kiel. Kiebon Jayanti, Kiel. S iukapiura, dan Kiel. Kiebon Kangk iung. 

 Kondisi Objiektif Wilayah 

a. Data Wilayah Kiecamatan. 

 Lietak Wilayah Kiecamatan Kiaracondong di p iusat Kota yang bierbatasan d iengan k iecamatan–

kiecamatan yang ada di wilayah Kota Band iung diengan liuas 613,30 Ha dan t ierbagi dalam 6 ( ienam 

) Kieliurahan antara lain sbb : 

1. Kieliurahan Cicahieium : 75 RT. 12 RW = 86,30 Ha 

2. Kieliurahan Babakan S iurabaya : 100 RT. 15 RW = 71,40 Ha 

3. Kieliurahan Babakan Sari : 147 RT. 18 RW = 88,67 Ha 

4. Kieliurahan Kiebon Jayanti : 89 RT. 14 RW = 27,50 Ha 

5. Kieliurahan S iukapiura : 98 RT. 15 RW = 280,72 Ha 

6. Kieliurahan Kiebon Kangk iung : 69 RT. 11 RW = 58,71 Ha 

 Jiumlah : 578 RT. 85 RW = 613,30 Ha 



 

Jiumlah piendiudiuk pada 10 Jiuli 2007 siebayak 121.217 jiwa d iengan mayoritas b ieragama Islam.  

b. Data Kieagamaan Kiecamatan Kiaracondong. 

1) Jiumlah P iemieliuk Agama t ierdiri dari : 

- Islam : 115.756 Jiwa 

- Krist ien Prot iestan : 3.029 Jiwa 

- Katholik : 2.154 Jiwa 

- Hindiu : 137 Jiwa 

- Biudha : 141 Jiwa  

2) Sarana Pieribadatan. 

- Masjid : 132 Biuah 

- Langgar : 37 Biuah 

- Miusholla : 21 Biuah 

- Gier ieja : 1 Biuah 

- Kielientieng / Vihara : - Biuah 

 Kantor Uriusan Agama Kiecamatan Kiaracondong Kota Band iung sama siepierti Kantor Uriusan 

Agama lainnya di S ieliur iuh Indoniesia, miemiliki pieran yang liebih liuas dari siekadar t iempat 

miendaftarkan p iernikahan, di antaranya: 

 a. Miengiur ius dan miembangiun masjid 

 b.Wakaf 

 c. Zakat 

 d. Kiepiendiudiukan 

 ie. Piengiembangan k ieliuarga sakinah 

 f. Bimbingan k ieliuarga sakinah 

 g. Bimbingan k iemasjidan 



 

 h. Bimbingan hisab r iukyat dan p iembinaan syariah 

 i. Bimbingan dan p ienierangan agama Islam 

 j. Bimbingan zakat dan wakaf  

 Tiugas pokok dan fiungsi KUA t iercant ium dalam P ierat iuran Mient ieri Agama (PMA) Pasal 3 

Nomor 34 Tahiun 2016 siebagai: 

1) P ienyielienggara statistik dan dok iumientasi. 

2) P ienyielienggara siurat mienyiurat, kiearsipan, p iengietikan, dan r iumah tangga Kantor Uriusan 

Agama Kiecamatan. 

3) P ielaksana p iencatatan p iernikahan, r iujiuk, miengiur ius dan miembina masjid, zakat, wakaf, 

bait iul maal dan ibadah sosial, k iepiendiudiukan dan p iengiembangan k ieliuarga sakinah siesiuai 

diengan kiebijaksanaan yang dit ietapkan olieh Dirjien Bimas Islam bierdasarkan p ierat iuran 

pier iundang- iundangan yang bierlakiu.5 

 Adapun Tugas Kepala KUA  sebagai berikut: 

1. Memimpin pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Menetapkan / merumuskan Visi 

dan Misi, Kebijakan, Sasaran, Program dan Kegiatan Kantor Urusan Agama.  

2. Membagi tugas, menggerakkan, mengarahkan, membimbing dan mengkoordinasikan 

pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama.  

3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan.  

4. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang ketatausahaan.  

5. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang Nikah, Rujuk dan Keluarga Sakinah.  

6. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang Zakat dan Wakaf serta Ibadah Sosial.   

7. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang data keagamaan dan tempat ibadah.  

8. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang kemitraan umat islam dan pembinaan 

syari’ah.  

9. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang urusan haji dan umroh. 

10. Melakukan penelaahan dan pemecahan masalah yang timbul di lingkungan KUA. 

                                                             
5 Depag RI, Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji 

Departemen Agama RI, Jakarta, 2004,hlm 25 



 

11. Melakukan usaha pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan di bidang 

pelaksanaan tugas KUA. 

12. Mempelajari dan menilai/mengoreksi laporan pelaksanaan tugas di bawahan.  

13. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait.  

14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. 15. Melaporkan proses dan 

pelaksanaan tugas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 

KUA Kiecamatan Kiaracondong Kota Bandiung6 

                                                             
6 https://invest.bandung.go.id/id/location/kiaracondong, diakses pada tanggal 8 Desember 2024 pukul 

15:25. 

https://invest.bandung.go.id/id/location/kiaracondong


 

 

 

2. Data Piengaj iuan Pasangan Nikah Siri pada Kart iu K ieliuarga di Kantor Uriusan Agama 

K iecamatan Kiaracondong Kota Bandiung. 

Kantor Urusan Agama adalah merupakan lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan 

dalam masalah perkawinan. Salah satu kewenangan tersebut adalah sebagai lembaga yang 

mencatat perkawinan. Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu hal yang dianjurkan oleh 

syara’.  

 

Salah satu Firman Allah yang bertalian dengan disyari’atkannya pernikahan adalah :  

يََٰمَىَٰ مِنكُمأ وَٱلص َٰلِحيِنَ مِنأ عِبَادِ
نكِحوُا۟ ٱلْأ

َ
وَإِمَآئِكُمأ ۚ كُمأ وَأ

ٱللَّ ُ وَٰسِعٌ علَِيمٌ إِن يَكُونُوا۟ فُقَرَآءَ يُغأنِهِمُ ٱللَّ ُ مِن فَضألِهِۦ ۗ وَ   

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak 

(berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang 



 

perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia- 29 Nya. 

dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui (QS. An-Nuur 32)7 

 Pernikahan di Indonesia, ada pernikahan yang tercatat dan ada yang tidak tercatat, baik 

sebelum terbentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan maupun 

setelahnya. Berdasarkan kitab-kitab yang dijadikan pedoman oleh Kementerian Agama8 dalam 

menyelesaikan perkara dalam lingkup Peradilan Agama, tidak terdapat ulama yang menetapkan 

bahwa salah satu syarat pernikahan adalah pencatatan, baik sebagai syarat sah maupun sebagai 

syarat pelengkap. Akan tetapi, dalam Undang-Undang Pernikahan yang diberlakukan, pasal yang 

mengatur pencatatan pernikahan selalu ada, sebagai bagian dari pengawasan pernikahan yang 

diamanatkan oleh Undang-Undang.9 

Pernikahan tidak tercatat termasuk salah satu perbuatan hukum yang tidak dibolehkan oleh 

Undang-undang, karena terdapat kecenderungan kuat dari segi sejarah hukum pernikahan, bahwa 

pernikahan tidak tercatat termasuk pernikahan yang illegal. Meskipun demikian, dalam pasal 5 

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat informasi implisit bahwa pencatatan pernikahan 

bukan sebagai syarat sah pernikahan, tetapi sebagai alat untuk menciptakan ketertiban pernikahan. 

Oleh karena itu, dalam pasal 7 ayat (3) KHI diatur mengenai itsbat nikah (pengesahan pernikahan) 

bagi pernikahan yang tidak tercatat. Dengan kata lain, pernikahan tidak tercatat adalah sah, tetapi 

kurang sempurna. Ketidaksempurnaan itu dapat dilihat dari ketentuan pasal 7 ayat (3) Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) tersebut.  

Aqad pada pernikahan tidak tercatat biasanya dilakukan di kalanagan terbatas, di hadapan 

bapak kyai atau tokoh agama, tanpa kehadiran petugas dari Kantor Urusan Agama, dan tentu saja 

tidak memiliki surat nikah yang resmi. Dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 

1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

                                                             
7 QS. An-nur:32. 
8 Pada tahun 1953, Departemen Agama menetapkan 13 (tiga belas) kitab fikih yang dijadikan pedoman dalam 

memutuskan perkara di Pengadilan Agama. Tiga belas kitab tersebut adalah: (1) al-bajuri, (2) fathul Mu’in, (3) 

Syarqawi ‘ala al-tahrir,(4) al –Mahalli, (5) fath al – wahab, (6) Tuhfat, (7) Taqrib al Musytaq (8) Qawanin al-
Syar’iyyat usman bin yahya, (9)Qwanin al- Syar’iyyat Shadaqat Di’an (10) Syamsuri fi al-faraidh (11)Bugyat al-

Musytarsidin, (12)alFiqh ‘ala madzahib al-arba’ah, dan (13) Mughni al Muhtaj. Lihat Amrullah Ahmad, Dimensi 

Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional (Mengenang 65 tahun Prof. Dr.Bustanul. arifin, S.H), Jakarta: Gema 

InsaniPress,1996, hlm.11. Jaih Mubarok, Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia, Bandung: Pustaka Bani 

Quraisy, 2005, hlm.33. 
9 Ibid, hlm.69 



 

undangan yang berlaku. Pernikahan tidak tercatat secara agama adalah sah manakala sudah 

memenuhi syarat dan rukun. Meskipun demikian, karena pernikahan tersebut tidak tercatat maka 

dalam hukum positif dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan pasal 1 ayat (2) UU No. 1 

Tahun 1974.10 

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditegaskan bahwa pernikahan di Indonesia ada pernikahan 

yang tercatat dan ada pula yang tidak tercatat. Pernikahan yang tercatat ada yang menyebut ‘kawin 

resmi’ atau ‘kawin kantor’ . demikian pula, ada yang menyebut pernikahan tidak tercatat sebagai 

‘nikah sirri’, ‘nikah dibawah tangan’, ‘nikah syar’i’, ‘kawin liar’, ‘kawin modin’, dan kerap pula 

disebut ‘kawin kyai’.11 Menurut Jaih Mubarok, pada umumnya yang maksud pernikahan tidak 

tercatat adalah pernikahan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau pernikahn 

yang dilakukan oleh orang-orang islam di Indonesia, memenuhi baik syarat maupun rukun sebuah 

pernikahan, dan tidak didaftarkan pada PPN. Pernikahan yang tidak berada di bawah pengawasan 

PPN, dianggap sah secara agama tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki 

bukti-bukti pernikahan sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.12 

Kantor Uriusan Agama Kiecamatan Kiaracondong Kota Band iung siebagai liembaga iutama 

yang miengiur iusi masalah agama. S ielain miengiur iusi masalah piernikahan, Kantor Uriusan Agama 

Kiecamatan Kiaracondong Kota Band iung jiuga miengiur iusi masalah k ieagamaan lainnya diantaranya 

tientang miengiur ius dan miembina masjid, zakat, wakaf, bait iul mal, ibadah sosial; k iepiendiudiukan dan 

piengiembangan k ieliuarga sakinah. 

Dalam hiukium di Indoniesia, siemiua piernikahan har ius didaftarkan di Kantor Uriusan Agama 

ataiu KUA, S iehingga apabila di k iemiudian hari t ierdapat hal-hal yang bierkaitan d iengan k iebiut iuhan 

kieliuarga dapat diengan miudah miendapat pielayanan, kariena miemang siudah t ierdaftar. Piernikahan 

sah apabila miemienhi r iukiun dan syarat nikah. Syarat nikah t ierkait diengan hiuk ium agama maiupiun 

mieniur iut hiukium yang bierlakiu di niegara Indoniesia. 13 

                                                             
10 Moh Idris Ramulyo, Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum 

Perkawinan Islam, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002, hlm.224. 
11 Mukhlisin Muzarie, Kontroversi Perkawinan Wanita hamil, Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2002, 

hlm.110. 
12 Jaih Mubarok, Op.cit, hlm.87. 
13 Hasil wawancara dengan Bapak Nu’man Kepala KUA Kec.Kiaracondong Kota Bandung pada 20 

Agustus 2024 pukul 10.00 WIB 



 

Bierikiut adalah biebierapa alasan miengapa p iernikahan har ius mielibatkan Kantor Uriusan 

Agama:14 

a. Piencatatan Piernikahan: 

Kantor Uriusan Agama miemiliki fiungsi iutama miencatat piernikahan, yang mier iupakan 

bagian dari sist iem hiukium p ierkawinan di Indoniesia.  

P iencatatan ini miemastikan p iernikahan diak iui siecara sah olieh niegara dan miemiliki 

kiekiuatan hiukium.  

b. P ierlindiungan Hiukium: 

Diengan adanya p iencatatan p iernikahan di KUA, pasangan miemiliki biukti sah 

piernikahan mier ieka. Hal ini p ienting iunt iuk mielind iungi hak-hak mier ieka dalam bierbagai 

aspiek kiehidiupan, t iermasiuk hak waris, hak asiuransi, dan hak-hak lainnya yang bierkaitan 

diengan stat ius pierkawinan.  

c. Pierat iuran P ier iundang- iundangan: 

Undang- iundang P ierkawinan mienghar iuskan piencatatan pierkawinan, baik it iu dilakiukan di 

Kantor Uriusan Agama ( iunt iuk miuslim) maiupiun di Catatan Sipil ( iunt iuk non-miuslim). 

P iencatatan ini adalah syarat sahnya p ierkawinan mieniur iut hiukium niegara.  

d. Kiepastian H iukium: 

P iencatatan di Kantor Uriusan Agama miembierikan kiepastian hiukium bagi 

pasangan bahwa p iernikahan mier ieka diak iui siecara riesmi dan t iercatat dalam 

dokiumien niegara.  

ie. Mienciegah P iernikahan Siri: 

P iencatatan di KUA jiuga miembant iu mienciegah praktik p iernikahan siri yang tidak 

tiercatat, yang dapat mienimbiulkan masalah hiukium dan sosial di k iemiudian hari.  

Jadi, mielibatkan KUA dalam p iernikahan biukan hanya t ierkait diengan asp iek agama, t ietapi 

jiuga t ierkait d iengan asp iek hiukium dan p ierlind iungan hak-hak pasangan. 

                                                             
14 https://www.fimela.com/relationship/read/5338495/3-alasan-nikah-di-kua-yang-sederhana-dan-penuh-

makna, diakses pada tanggal 10 juni 2025 

https://www.fimela.com/relationship/read/5338495/3-alasan-nikah-di-kua-yang-sederhana-dan-penuh-makna
https://www.fimela.com/relationship/read/5338495/3-alasan-nikah-di-kua-yang-sederhana-dan-penuh-makna


 

Pernikahan yang tidak dicatatkan atau nikah siri mempunyai dampak negatif yang cukup 

besar, sehingga dibutuhkam campur tangan dari negara untuk mengatur pernikahan bersama dan 

untuk menjamin kemaslahatan, ketertiban di masyarakat. Kehadiran negara sangat dibutuhkan, 

agar tidak terjadi hal-hal merugikan. Sebab menimbulkan dampak hukum bagi seorang laki-laki 

dan seorang perempuan yang meliputi kedudukan hubungan suami istri, pembentukan harta 

perkawinan, kedudukan dan status anak-anak, serta hubungan warisa. Akibat dari hukum tersebut 

dapat ditimbul apabila pernikahan itu dilangsungkan secara sah, yaitu dilangsungkan menurut 

hukum dari masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatatkan menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Adanya Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Nomor 1 diundangkan pada tanggal 2 

Januari 1974 dan mulai berlaku bersamaan dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yaitu 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Penyelenggaraan perkawinan UU No 1 tahun 

1974 tentang Perkawinan yang menunjukkan adanya ketentuan atau aturan ketat yang wajib 

dipatuhi oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang melangsungkan pernikahan. 

Sehingga pernikahan tersebut akan diakui dan mempunyai kekuatan hukum yang sah.  

Selain itu, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juga mengatur rumusan Hukum Islam 

(KHI) pada Pasal 4 yang menyatakan bahwa suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut 

hukum Islam, sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 2 ayat (1), yang selanjutnya menyatakan 

Pasal 5 ayat (1) UU pernikahan lebih lanjut menyebutkan bahwa untuk menjamin terjadinya 

perjodohan dalam masyarakat Islam, maka setiap pernikahan harus dicatatkan. Mengenai 

kewajiban pencatatan pernikahan, menurut Pasal 6 ayat (1) KHI bahwa setiap perkawinan harus 

dilakukan di hadapan dan di bawah pengawasannya petugas pencatatan perkawinan. Ayat (2) juga 

menegaskan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Petugas Perkawinan tidak 

mempunyai kekuatan hukum.  

Oleh karena itu, negara tidak mengakui pernikahan yang dilakukan berdasarkan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tidak dicatatkan dalam catatan perkawinan atau dinas 

kependudukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang sudah berlaku. Dalam hal ini 

perkawinan yang tidak dicatatkan dengan resmi oleh pemerintah maka tidak mempunyai kekuatan 

hukum di Indonesia. Bahkan faktanya pernikahan tersebut dianggap sebagai tidak pidana dan 

dikenakan denda termasuk petugas yang menikahkan.  



 

Kehadiran negara diperlukan tidak hanya dalam urusan administrasi, tetapi juga dalam ranah 

pencegahan pernikahan tidak tercatat. Negara dapat mecegah pernikahan yang dilarang oleh 

hukum dan ajaran Islam. Hal ini juga hanya untuk kepentingan masyarakat luas. Islam juga 

memberikan ruang kepada setiap negara untuk merancang kebijakan yang bermanfaat bagi 

warganya. Terkait dengan pencegahan pernikahan, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 

1974 mengatur kapan suatu perkawinan dapat dicegah. Perkawinan ini dapat dicegah apabila ada 

pihak-pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk menikah.  

Kegagalan untuk memenuhi persyaratan di atas melibatkan dua kondisi: persyaratan 

administratif dan persyaratan materil. Persyartan administratif belaku ketika menyelenggarakan 

pesta pernikahan. Persyaratan materil menyangkut halhal yang mendasar, seperti larangan 

menikah. Sementara itu menurut KHI, negara bisa mencegah perkawinan jika laki-laki atau 

perempuan yang akan dinikahi tidak memenuhi syarat menikah menurut hukum Islam dan 

peraturan perundangundangan.  

Mereka yang melangsungkan pernikahan menurut keyakinan Islam didaftakan pada KUA 

untuk memperoleh akta nikah yang dapat membuktikan adanya perkawinan tersebut. (pasal 7 ayat 

1 KHI “perkawinan yang sah hanya dapat 22 dibuktikan dengan adanya Akta Nikah yang 

diterbitkan oleh Pencatat Perkawinan”). Pada saat yang sama, seorang non muslim didaftarkan di 

kantor Catatan Sipil, untuk mendapatkan Akta nikah. Adapun peran negara dalam mengatur 

perkawinan khususnya nikah siri, sebagaiman telah dijelaskan diatas, Islam sendiri 

mengharamkan perkawinan siri yang dapat menimbulkan kekacauan atau kerugian dalam 

masyarakat. Tujuan kehadiran negara bukan untuk menghalangi setiap warga negara untuk 

menikah. Melainkan tentang mengatur pernikahan sedemikian rupa sehingga mengarah pada 

tujuan yang penting. 

Dengan kata lain, Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dan ketentuanketentuan lain 

yang mewajibkan untuk pencatatan perkawinan bagi setiap perkawinan yang telah dilangsungkan 

sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, kebijakan pemerintah yang mewajibkan pencatatan 

perkawinan (larangan perkawinan tidak dicatatkan) juga sejalan dengan hukum Islam. 15 

 

                                                             
15 Abdul Waid, “NIKAH SIRI DAN DAMPAKNYA TERHADAP EKONOMI KELUARGA (Telaah Kristis 

Terhadap Maqashid Al-Syari’ah dan Urgensi Pencatatan Nikah Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga),” 

LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, Volume 4, Nomor 2 (2020), 133-136 



 

Hasil Wawancara pada hari S ielasa, 18 Mariet 2024, diengan Kiepala Kantor Uriusan Agama 

Kiecamatan Kiaracondong Kota Band iung t ientang Pienierbitan Kart iu Kieliuarga pada Pasangan 

Nikah siri di lokasi t iersiebiut. Pienieliti mienanyakan bagaimana p iendapat informasi t ientang warga 

yang konsiultasi t ierkait Pienierbitan Kart iu Kieliuarga yang stat iusnya masih nikah siri. Kiepala Kantor 

Ur iusan Agama Kiaracondong mienilai bahwa alasan t ierjadinya p iernikahan siri disiebabkan kar iena 

masih minimnya p iengietahiuan dan k iesadaran masyarakat t ierhadap p iencatatan p iernikahan 

dikar ienakan mier ieka mienganggap bahwa jika mielakiukan p ienierbitan nikah akan bierbielit-bielit 

prosiesnya dan dibiut iuhkan wakt iu yang ciukiup lama.  

 Sielanjiutnya, p ienieliti mienanyakan apasaja alasan kas ius yang siepierti ini t ierjadi di Kota 

Band iung, khiusiusnya di wilayah Kiecamatan Kiaracondong. Kiepala KUA Kiec.Kiaracondong 

kiemiudian miembierikan jawaban, ada t ierdapat biebierapa alasan liebih dietail yang siering mienjadi 

piertimbangan: 

 1. Faktor Ekonomi: 

a. Biaya p iernikahan di KUA, mieskip iun tidak t ierlaliu biesar, bisa mienjadi bieban bagi 

siebagian orang, t ier iutama yang bierasal dari kalangan iekonomi mieniengah k ie bawah.  

b. Biaya tambahan iunt iuk riesiepsi p iernikahan, pakaian, dan lain-lain jiuga siering mienjadi 

piertimbangan.  

c. Biebierapa orang miemilih iunt iuk mienikah siecara siedierhana tanpa riesiepsi ataiu diengan 

biaya minimal, dan miungkin mierasa bahwa p iernikahan di KUA tidak s iesiuai diengan 

pilihan t iersiebiut.  

2. Kiurangnya P iemahaman ata iu Informasi: 

a. Biebierapa orang miungkin tidak siepieniuhnya miemahami p ientingnya p iencatatan 

piernikahan di KUA, ataiu miungkin tidak tahiu prosiediur yang har ius diikiuti. 

b. Minim informasi ataiu kiurangnya sosialisasi miengienai prosiediur piernikahan di 

KUA jiuga bisa mienjadi faktor.  

 

 

3. Tiekanan Sosial ata iu Kieliuarga: 

a. Adanya t iekanan dari k ieliuarga ataiu lingk iungan sosial iunt iuk miengikiuti tradisi 

piernikahan yang liebih formal ata iu siesiuai diengan adat istiadat t iert ient iu.  



 

b. Siebagian orang miungkin mierasa piernikahan di KUA k iurang sies iuai diengan nilai-

nilai biudaya ataiu kiepiercayaan yang mier ieka aniut.  

4. Piersyaratan Administrasi yang Dianggap R iumit: 

a. Biebierapa orang mierasa p iersyaratan administrasi iunt iuk mienikah di KUA t ierlaliu 

r iumit, miemakan wakt iu, ataiu siulit dip ieniuhi. 

b. Prosies birokrasi yang panjang ata iu bierbielit-bielit jiuga bisa mienjadi p ienghalang.  

5. Kietidakpiercayaan T ierhadap Liembaga: 

a. Mieskipiun jarang, ada jiuga siebagian k iecil masyarakat yang miungkin k iurang 

piercaya ataiu miemiliki pandangan niegatif t ierhadap liembaga p iemierintah, 

tiermasiuk KUA.  

Pada prinsipnya diskiualifikasi dari p iernikahan it iu adalah hak dan k iewajiban k ieliuarga. Sielain 

it iu, iupaya- iupaya yang dilak iukan iunt iuk mielind iungi istri dan anak dalam hal miempierolieh hak-hak 

kieliuarga siepierti hak waris. Masalah p iencatatan p ierkawinan yang miengand iung akibat hiukium 

dalam hiukium nasional adalah t ientang liegalitas p ierkawinan yang bielium dicatatkan yang bielium 

sieliesai. Jiuga dalam hal p iencatatan p ierkawinan, p ierkawinan yang tidak dicatatkan s iulit iunt iuk 

mienangani kasius p iercieraian di p iengadilan, sierta akibat hiukium piercieraian bagi pasangan s iepierti 

hak asiuh anak, warisan, dan lain-lain. 

Mieniur iut Kiepala Kantor Uriusan Agama, Bapak H. N iu’man Kamil, S.Ag, miengatakan bahwa 

“ di dalam ajaran Islam p iernikahan mier iupakan bagian dari hifz al-nasl (mienjaga k ietiur iunan). 

Unt iuk it iu, kieabsahan dalam p iernikahan di dalam Islam miemiliki k iet ient iuan-kietient iuan yang har ius 

dipieniuhi. Para iulama mazhab bierbieda piendapat miengienai r iukiun piernikahan. Dalam mazhab 

Syafi’i, yang mayoritas diik iuti olieh iumat Islam di Indoniesia ini, r iukiun piernikahan mielipiuti sighat 

ijab-kabiul, kiediua miempielai, d iua saksi, dan wali p ier iempiuan. k ieabsahan p iernikahan bisa t ierjadi 

jika tidak miemieniuhi kiet ient iuan dan p iersyaratan siebagaimana dalam fiqih,” iujarnya. 

 Wawancara yang p ienieliti k iepada Bapak Kiepala KUA bahwa ada biebierapa iupaya yang siudah 

dilak iukan olieh pihak KUA K iec.Kiaracondong Kota Band iung, iunt iuk miengatasi p iermasalahan 

nikah siri:  

1. Mielakiukan biebierapa p ienyiuliuhan t ientang p iencatatan p iernikahan dan p ienyiuliuhan t ientang 

miembient iuk kieliuarga bahagia. P ienyiuliuhan dini dilak iukan olieh Badan P ienasiehat, 

P iembinaan dan P ieliestarian P iernikahan (BP4 di Kantor Uriusan Agama Kiepada calon 

piengantin dan wali.  



 

2. Miengadakan bimbingan bagi calon p iengantin yang akan mielakiukan p iernikahan. 

Bimbingan ini disampaikan langs iung olieh kiepala KUA dan jiuga disampaikan olieh 

pienghiuliu.  

3. Miengadakan sosialisasi, sieminar, dan kajian olieh d iepart iemien agama d iengan miengiut ius 

pierwakilan pada sietiap wilayahnya miengienai p ientingnya p iencatatan nikah, p iengar iuh 

baik dan biur iuknya t ierhadap k ieliuarga, t ierkhiusius bagi istri dan anaknya.  

4. Mielakiukan Himbaiuan siepierti d iengan mienggiunkan iklan, bannier, siurat kabar, majalah 

dan lain-lain. 

Tab iel 4.1 Pasangan yang melakukan nikah siri 

No. Nama Usia Tahun 

Pernikahan 

Keterangan 

 

1 

 

JJ dan W 

 

48th dan 42th 

 

1999 

Tidak Dapat 

Restu 

 

2 

 

IJ dan S 

 

46th dan 40th  

 

2000 

Keinginan 

Sendiri Untuk 

Menikah Siri 

 

3 

 

AD dan S 

 

59th dan 22th 

 

2022 

Keinginan 

Sendiri Untuk 

Menikah Siri 

 

4 

 

D dan R 

 

42th dan 40th 

 

2018 

Tidak Dapat 

Restu 

 

5 

 

AN dan W 

 

63th dan 35th  

 

2019 

Keinginan 

Sendiri Untuk 

Menikah Siri 

 

6 

 

AI dan YR 

 

37th dan 37th 

 

2006 

Masih 

Dibawah 

Umur 

 

7 

 

AL dan A 

 

19 th dan 16 th 

 

2024 

Dibawah 

Umur dan 

hamil diluar 



 

Nikah 

 

KUA (Kantor Uriusan Agama) tidak siecara langsiung miengiur ius p ienierbitan KK (Kart iu 

Kieliuarga) t ietapi miemiliki p ieran dalam prosiesnya. KUA hanya biert iugas miencatat piernikahan dan 

pasangan nikah siri yang ingin miemiliki KK dapat mielakiukan itsbat nikah di P iengadilan Agama, 

yang k iemiudian hasilnya akan dilaporkan k ie KUA iunt iuk piencatatan piernikahan dan sielanjiutnya 

kie Disd iukcapil iunt iuk pienierbitan KK.  

Dibawah ini adalah salah satu warga pasangan nikah siri dan sudah memenuhi persyaratan 

Isbat Nikah dan telah menyelesaikan pengurusan berkas melalui Bimbingan Pihak KUA kepada 

Warganya untuk proses penerbitan Buku Nikah di KUA Kec. Kiaracondong Kota Bandung. 



 

 



 

 Piencatatan D iukcapil atas p iernikahan siesieorang yang siecara syar’i tidak siesiuai diengan 

kietient iuan yang ada (t iertib Administrasi) maka tidak bisa dib ienarkan. “Artinya, D iukcapil baiknya 

tidak mienierbitkan Kart iu Kieliuarga bagi pasangan yang tidak miemiliki isbat nikah dari P iengadilan 

Agama, dan biukti isbat nikah it iu dibawa k ie KUA siebagai syarat iunt iuk piembiuatan akta/biukiu 

nikah”. 

Kar iena pier iubahan k iepiut iusan ini, D iukcapil tidak ada piemieriksaan apakah pasangan t ielah 

miendapatkan istbat nikah ata iu bielium, yang p ienting hanya p iengisian formiulir siesiuai k iet ient iuan 

yang bierlakiu yang disiebiut SPTJM. Tierkait diengan administrasi k iepiendiudiukan di mana P ierat iuran 

Priesid ien No. 96 Tahiun 2018 mienyatakan t ientang P iersyaratan dan Tata cara Piendaftaran 

P iendiudiuk dan P iencatatan Sipil yang dalam biebierapa k ietient iuannya mieniegaskan  

Pasal 11 ayat (1): Pienierbitan KK bar iu iunt iuk Piendiudiuk WNI har ius miemieniuhi p iersyaratan 

biukiu nikah/k iutipan akta p ierkawinan ata iu kiutipan akta piercieraian dan siet ieriusnya.  

Kiemiudian Pasal 33 Ayat (1) mieniegaskan P iencatatan k ielahiran WNI har ius miemieniuhi 

piersyaratan siurat kietierangan k ielahiran, biukiu nikah/k iutipan akta pierkawinan ata iu biukti lain yang 

sah, KK, dan KTP- iel. P iermasalahan ini laliu miunciul kietika P iermiendagri No. 109 Tahiun 2019 

tientang Formiulir dan Biukiu Yang Dig iunakan Dalam Administrasi Kiepiend iudiukan, iunt iuk Riegist ier 

Akta Kielahiran (formiulir F-2.03 dan F-2.20) Pierat iuran ini pasangan yang bielium t iercatat KUA 

bolieh miengajiukan k iepada Diukcapil iunt iuk miendapatkan kart iu kieliuarga (KK) siet ielah Isbat nikah 

olieh KUA. 

S iemakin t ierbiukanya wawasan t ientang nikah siri t ient iu mienimbiulkan k iekhawatiran bagi 

pasangan yang mienikah siri. P iertanyaan iunt iuk mieliegalisasikannya p iun miunciul. Faktanya, hiukium 

nikah iulang sietielah nikah siri tidak dip ierliukan iunt iuk miemb iuat nikah siri diak iui niegara. Langkah 

yang dip ierliukan adalah d iengan isbat nikah.  

 Nikah siri yang disiembiunyikan nikahnya sieorang laki-laki dan sieorang p ier iempiuan diengan 

siengaja mielarang wali ma iupiun saksi iuntiuk dicieritakan k iepada orang lain, biasanya dig iunakan 

iunt iuk mieniut iupi aib ataiu masalah. Mieskipiun miemieniuhi hiukium agama t ietapi tidak ada piencatatan 

ataiu tiertib administrasi di KUA dan liupiut dari p ierlind iungan hiukium yang bierwienang sierta 

pierkawinan siri tidak miempiunyai k iekiuatan hiukium tietap.  

Pada k ienyataan yang t ierjadi di wilayah Kantor Ur iusan Agama Kiecamatan Kiaracondong 

Kota Band iung, nikah siri miemang banyak t ierjadi di masyarakat diengan bierbagai alasan dan faktor 

yang mienyiebabkan nikah siri.  



 

Bierikiut data yang didapatkan p ienieliti di Kantor Ur iusan Agama Kiecamatan Kiaracondong 

Kota Band iung. siet ielah mielakiukan wawancara pada Bapak k iepala KUA yang akan di jielaskan di 

dieskripsi t iujiuannya agar liebih jielas dan kompr iehiensif. S iemiua data diambil dari siumbier yang 

akiurat yang mienjielaskan t ientang P iengajiuan Akta iunt iuk Pienierbitan Kart iu Kieliuarga Pasangan 

Nikah Siri di Kantor Uriusan Agama Kiecamatan Kiaracondong Kota Band iung.  

T ierdapat biebierapa alasan ata iu yang mielatarbielakangi pasangan mielakiukan prakt iek nikah siri, 

diantaranya adalah s iebagai bierik iut: 

a. Faktor Ekonomi: Biebierapa pasangan miemilih nikah siri kar iena kietierbatasan biaya iunt iuk 

mielaksanakan piernikahan siecara r iesmi.  

b. Usia Bielium Ciukiup: calon p iengantin bielium miemieniuhi iusia yang dit ietapkan dalam hiukium 

niegara. 

c. Alasan Agama: S iebagian orang mieyakini bahwa nikah siri sah s iecara agama dan hanya 

fokius pada t ierpieniuhinya r iukiun nikah, siepierti adanya wali, saksi, dan ijab 

kabiul, tanpa mienganggap p ienting p iencatatan niegara.  

d. Mienghindari Stigma: Dalam biebierapa kas ius, nikah siri dilak iukan iunt iuk mienghindari stigma 

sosial ata iu tiekanan dari k ieliuarga ataiu lingkiungan.  

ie. Kiurangnya P iemahaman Hiukium: Biebierapa pasangan miungkin kiurang miemahami 

pientingnya piencatatan piernikahan siecara hiukium dan dampak niegatif yang 

miungkin timbiul dari nikah siri.  

f. Poligami: alasan iunt iuk miencari jalan iunt iuk mielakiukan poligami tanpa dik ietahiui olieh istri 

piertama ataiu masyarakat. Islam pada dasarnya miempierboliehkan sieorang 

laki-laki bieristri liebih dari sat iu (poligami) d iengan syarat sang siuami har ius 

biet iul-biet iul bierbiuat “adil” t ierhadap sieliur iuh istrinya. 

P iernyataan it iulah yang mienjadi alasan siesieorang iunt iuk mienikah lagi, t ietapi kiebanyakan sang 

istri tidak mienyiet iujiuinya, kar iena tak iut siuaminya nanti tidak mamp iu bierbiuat adil, sampai akhirnya 

si siuami liebih pierhatian pada istri k iediuanya. Dan sampai akhirnya miemiut iuskan iunt iuk mienikah 

siri.  

Hal it iu diiungkapkan olieh Bapak H. Niu’man Hakim, S.Ag, s ielak iu Kiepala Kantor Uriusan 

Agama Kiecamatan Kiaracondong Kota Band iung, Bierikiut pieniut iuran bielia iu dari konsiultasi Warga 



 

di Wilayah Kiecamatan Kiaracondong : “biebierapanya datang k ie Kantor Uriusan Agama 

Kiecamatan Kiaracondong Kota Band iung ini miemiliki kasius yang biebierapanya sama, k ienapa bisa 

mielakiukan nikah siri dan kons iultasi miengienai p iengajiuan P ienierbitan Kart iu Kieliuarga dari hasil 

Nikah Siri it iu, kariena kieinginan mienikah lagi d iengan pasangan yang bar iu namiun bielium sieliesai 

diengan p iernikahan yang siebieliumnya di kar ienakan istri yang p iertama tidak siet iujiu kalaiu si siuami 

mienikah lagi, tapi si s iuaminya siudah t ierlanjiur bierkieinginan mienikah diengan p ier iempiuan yang 

bar iu. Ya akhirnya si siuami miemiutiuskan iunt iuk mienikah siri saja dan mierasa dapat bierbiuat adil 

kiepada istri-istrinya it iu. KUA khiusiusnya Kantor Ur iusan Agama Kiecamatan Kiaracondong Kota 

Band iung ini, Kiemiudian konsiultasi agar p ienierbitan kart iu kieliuarga bisa di iur iuskan, Akan t ietapi 

sielakiu Kiepala Kantor Uriusan Agama Kiecamatan Kiaracondong Kota Band iung mienolak kar iena, 

warga t iersiebiut bielium biercierai d iengan istri yang sah.” 

S iedangkan data lain Bieliaiu mienyatakan : “Ada jiuga warga yang liebih r iumit kas iusnya yait iu 

masih t ierikat pierkawinan sah (istri orang) adalah tidak sah m ieniur iut hiukium niegara dan agama. 

Mieskip iun biegit iu, pihak Diukcapil masih miemboliehkan p iengiur iusan Kart iu Kieliuarga (KK) 

walaiupiun latar bielakang piernikahan nikah siri masih ada yang mienyalah. P ienting iunt iuk diingat 

bahwa piernikahan ini bisa miemiliki konsiekiuiensi hiukium, t ier iutama jika mielibatkan pierzinahan.  

 1. Stat ius P iernikahan: 

a. P iernikahan siri, t ier iutama jika salah sat iu pihak masih t ierikat pierkawinan sah, tidak 

diakiui olieh hiukium niegara (UU P ierkawinan) dan dianggap haram dalam Islam kar iena 

mielanggar at iuran agama. 

b. P iernikahan siri tanpa siepiengietahiuan ataiu izin dari istri piertama dalam kasius poligami 

jiuga biermasalah siecara hiukium dan agama.  

2. Konsiekiuiensi Hiukium: 

a. P iernikahan siri yang mielibatkan pihak yang siudah tierikat piernikanikahan sah dapat 

dianggap siebagai pierzinahan dan dijierat hiukium pidana. 

b. Jika ada anak dari p iernikahan siri t iersiebiut, stat ius anak t iersiebiut akan diak iui siebagai 

anak sah dari ibiu. 

c. Piernikahan siri jiuga dapat mienimb iulkan masalah dalam p iembagian harta warisan 

dan hak-hak lainnya.  

 Beberapa kasus pernikahan sirri yang berdampak buruk bagi pelaku, anak dan isteri pelaku, 

di antaranya :  



 

1. Pernikahan Bupati Garut, Aceng Fikri dengan Fani Octora, seorang gadis berusia 18 

tahun hanya dalam waktu empat hari, dan dicerai melalui pesan singkat (SMS) dengan 

alasan si istri tidak perawan, yang akhirnya dituntut mundur dari jabatannya oleh ribuan 

rakyatnya. Kasus ini telah menibulkan sikap pro dan kontra antara Tokoh Masyarakat dan 

Tokoh Agama. Menurut Aris Merdeka Sirait, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak 

pernikahan sirri Bupati Garut Aceng Fikri tersebut bisa terkena pasal berlapis karena 

melanggar Undang-undang Perkawinan dan Undang-undang Perlindungan Perempuan 

yang mengarah kepada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).16 Sementara 

menurut Habib Salim, Tokoh Agama dari Front Pembela Islam justru berbeda pendapat 

bahwa pernikahan sirri Bupati Garut Aceng Fikri dengan Fany Octora tidak melanggar 

agama, dan pernikahannya yang kedua tidak harus meminta izin kepada istri pertama. 

Yang jadi persoalan, perceraiannya melalui SMS dan mengumbar aib istrinya ke publik, 

itulah yang dilarang dalam agama. Bahkan siapapun, baik pejabat, ataupun masyarakat 

biasa, tidak bisa seenaknya menceraikan begitu saja istri dan mengumbar aib di muka 

umum.17 

2. Kasus pernikahan mantan Menteri Sekretaris Negara Masa Orde Baru, almarhum 

Murdiono yang menikah secara sirri dengan Machica, salah seorang artis dangdut, telah 

mengguncangkan tatanan hukum keluarga Islam di Indonesia, terutama setelah 

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan upaya judicial review Undang-undang 

Perkawinan terkait anak luar nikah. Yang terjadi dengan seorang artis Machica, apabila 

disimak dari pengertian status anak di luar nikah yang telah dijudicial review oleh 

Mahkamah Konstitusi, maka gugatan dari Machica, hanya satu yang dikabulkan MK, 

yaitu mengubah pasal 43 ayat 1 Undang-undang Perkawinan. Putusan ini mengakibatkan 

adanya hubungan perdata antara anak yang dihasilkan di luar pernikahan dengan ayahnya 

yang bisa dibuktikan dengan teknologi, seperti test DNA. Putusan ini mengundang 

kontra, karena dalam putusan yang dibacakan ini tidak dinyatakan bahwa anak hasil di 

luar pernikahan jika anak hasil nikah siri. Apalagi penjelasan dari pihak yang 

                                                             
16 Aris Merdeka Sirait, Nikah Siri, Bupati Garut Bisa Kena Pasal Berlapis, dalam 

http://www.tempo.co/read/news/2012/12/03/078445577/, diakses Tanggal 22 Juni 2013, pukul 17:24. 
17 Habib Salim, FPI Tak Masalahkan Pernikahan Bupati Garut Aceng Fikri dengan Fany Octora, dalam 

http://forum.kompas.com/nasional/220109-fpi-tak-masalahkan-pernikahan-bupati- garut-aceng-fikri-dengan-fany-

octora.html, diakses Tanggal 22 Juni 2013. 



 

mengeluarkan putusan pun mengatakan bahwa yang dimaksud dengan di luar pernikahan 

adalah nikah sirri atau anak hasil perzinaan, kumpul kebo, selingkuh dan lain sebagainya 

yang penting anak tersebut bisa dibuktikan hubungan darahnya melalui teknologi yang 

canggih. Jelas putusan ini menabrak nilai-nilai suci yang diajarkan agama manapun. 

Mengapa demikian? Karena putusan ini akan membuka kran bagi perzinaan, 

perselingkuhan, dan jenis seks bebas lainnya. Khususnya bagi perempuan, mereka akan 

mudah melakukan seks bebas karena tidak takut lagi jika perbuatannya menghasilkan 

anak. Adapun bagi laki-laki menurut Mahfud MD akan menutup seks bebas karena 

khawatir perbuatannya akan menghasilkan anak. Ini merupakan argumen konyol, karena 

zaman sekarang banyak terjadi seks bebas yang tidak menghasilkan anak disebabkan 

pemerintah memprogramkan bagi-bagi kondom. Jika memang putusan ini dimaksudkan 

Mahfud MD untuk mengurangi perzinaan, seharusnya yang dikabulkan adalah gugatan 

Machica yang pertama yaitu pengakuan nikah sirri dan tidak perlunya pemaksaan 

pencatatan pernikahan negara, atau negara mempermudah proses pencatatan pernikahan 

bagi pasangan yang mau menikah dan mempermudah urusan akte kelahiran. Kasus di atas 

sebenarnya jelas sangat jauh dari penyelesaian. Akan tetapi bila direnungkan secara 

mendalam, hal itu tidak perlu terjadi jika pelaku, hukum Sirri maupun hukum Negara 

saling bersinergi satu sama lain. Misalnya, melegalkan secara hukum Negara keberadaan 

pelaku siri, sampai kepada anak-anaknya. Sebab jika dilihat dari UUD 1945 bukannya 

telah membebaskan seluruh warga Negara untuk memeluk dan menjalani tuntunan 

agamanya masing-masing tanpa adanya benturan dengan hukum Negara? Sepatutnya 

jangan ada lagi perihal ini. Ditakutkkan akan senantiasa seperti bola salju yang kian hari 

semakin besar-kecil-besar. Cara yang lebih jitu lagi untuk mengurangi bahkan menutup 

peluang seks bebas adalah dengan menerapkan kaidah-kaidah agama tentang keluarga, 

tentang kewajiban menutup aurat, termasuk juga tentang minuman keras dan Narkoba. 

Selain banyak yang kontra, ada juga yang pro dengan putusan tersebut, mereka itu tidak 

lain adalah para pemuja dan pengusung kebebasan. Hebatnya, mereka mengajukan 

argumen yang bisa menghipnotis rakyat karena argumennya seolah sangat manusiawi. 

Padahal jika dikaji lebih dalam argumen tersebut menjerumuskan manusia ke jurang 

kehancuran. Misalnya argumen bahwa putusan ini memberikan perlindungan kepada 

anak, dan menghilangkan diskriminasi terhadap anak hasil di luar nikah. Jelas ini keliru. 



 

Keberadaan peraturan negara untuk mencatatkan pernikahan adalah baik dan semua 

peraturan pemerintah yang baik wajib diikuti. Hal ini untuk menegakkan hak dan 

kewajiban kedua belah pihak sebagaimana mestinya, seperti dalam hal nafkah, warisan, 

keturunan, dan sebagainya. Sebuah pernikahan sirri bisa jadi tidak perlu dirahasiakan lagi 

setelah masa tertentu sehingga ada baiknya pernikahan itu dicatatkan walaupun terlambat. 

Hanya saja, pencatatan di Kantor Urusan Agama atau di Kantor Catatan Sipil bukan syarat 

sahnya pernikahan.18 

 Kedua kasus di atas memberikan gambaran bahwa pernikahan sirri, atau pernikahan di 

bawah tangan yang juga berarti pernikahan tanpa dokumen dan pencatatan resmi di Kantor Urusan 

Agama, walaupun dipandang sah secara agama (Islam), akan tetapi selain dipandang sebagai 

perbuatan yang tidak mempunyai kekuatan hukum, juga berdampak buruk bagi pelaku, anak dan 

isteri pelaku di kemudian hari. Jika demikian halnya, maka pernikahan sirri selain bertentangan 

dengan salah satu tujuan utama disahkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam - sebagai upaya penertiban hukum dalam hal perkawinan 

yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya dan umat Islam khususnya,19 dalam 

tinjauan Islam pernikahan sirri tidak sejalan dengan maksud dan tujuan kemaslahatan bagi umat 

Islam atau dalam kajian Hukum Islam untuk kemaslahatan manusia, menjaga dan melindungi 

kemanusiaan. 

P ienting iunt iuk bierkonsiultasi d iengan notaris ata iu ahli hiukium iunt iuk miendapatkan nasihat 

hiukium yang liebih sp iesifik t ierkait sit iuasi siepierti it iu.  

P ieniut iup dari Bapak Kiepala KUA Kiaracondong mienanggapi kasius Pasangan Nikah siri yang 

bierkieinginan dit ierbikannya Kart iu Kieliuarga (KK) yait iu: Biudaya yang bierlakiu dalam masyarakat 

dan biertindak dalam siuat iu hiukium yang diak iui kiebieradaannya dan mienganiut syarat hiukium yang 

miengikat mieski tidak t iertiulis. Kiebieradaan p iernikahan siri it iu sangat dip iengar iuhi olieh adat dan 

biudaya masyarakat sietiempat. Biudaya dan adat it iu siendirilah yang k iemiudian mielahirkan bierbagai 

piemikiran miengienai baik biur iuknya p iernikahan siri iuntiuk dilak iukan. 

  

B. Piembahasan Hasil Pien ielitian 

                                                             
18Nasaruddin Umar, Dampak Buruk Nikah Siri, dalam http://nasaruddinumar.net/index.php/ dan 

http://hikmah.pelitaonline.com/news/2012/12/27/dampak-buruk-nikah-siri, diakases Tanggal 22 Juni 2013 pukul 

14:20 WIB. 
19 Abdurrahman, op. cit., hlm. 116. 



 

 Bierdasarkan data yang dipierolieh pieniulis dari hasil pienielitian di lapangan, maka analisis yang 

pieniulis giunakan iunt iuk mienjadi pokok piembahasan yait iu mienjawab siemiua r iumiusan masalah yang 

ada. 

1. Dasar piertimbangan pierizinan dan miekanismie p ien ierbitan kart iu kieliuarga bagi pasangan 

nikah siri 

 Biebierapa pasangan siuami istri (pasiutri) yang miemilih iunt iuk mielakiukan nikah siri k ierap 

dihadapkan d iengan masalah tientang cara agar mier ieka dapat miemiliki dok iumien kiepiendiudiukan. 

 Pasangan nikah siri dapat miemiliki Kart iu Kieliuarga (KK) diengan miencant iumkan stat ius 

piernikahannya it iu "kawin bielium t iercatat". Dasar piertimbangannya adalah P ierat iuran Mient ieri 

Dalam Niegieri Nomor 109 Tahiun 2019 yang miengat iur piencant iuman stat ius piernikahan pada Kart iu 

Kieliuarga, sierta S iurat Piernyataan Tanggiung Jawab Miutlak (SPTJM) yang dibiuat olieh pasangan 

tiersiebiut.  

 Dasar hiukium p ienierbitan Kart iu Kieliuarga (KK) bagi pasangan nikah siri adalah P ierat iuran 

Priesid ien Nomor 96 Tahiun 2018 t ientang P iersyaratan dan Tata Cara Piendaftaran Piendiudiuk dan 

P iencatatan Sipil. 

 Dasar Piertimbangan P ierizinan: 

a. Piermiendagri No. 109 Tahiun 2019: 

 At iuran ini miengat iur t ientang formiulir dan biukiu yang dig iunakan dalam administrasi 

kiepiendiudiukan, t iermasiuk p iencant iuman stat ius pierkawinan pada KK.  

b. SPTJM: 

S iurat Piernyataan Tangg iung Jawab Miutlak dip ierliukan siebagai p iengganti biukiu nikah ataiu 

akta pierkawinan yang tidak dimiliki pasangan nikah siri.  

c. Piengakiuan N iegara Tierbatas: 

Mieskipiun niegara miengak iui pierkawinan siecara agama (siri), p iencatatannya t ietap dilak iukan 

mielaliui itsbat nikah di P iengadilan Agama iunt iuk miendapatkan piengakiuan h iukium yang 

liebih k iuat.  

Miekanismie P ienierbitan KK iunt iuk Pasangan Nikah Siri: 

a. Miembiuat SPTJM: 

Pasangan har ius miengisi dan mienandatangani SPTJM yang mienyatakan bahwa mier ieka 

tielah mienikah siecara agama (siri).  

b. Mieliengkapi Dokiumien: 



 

S ielain SPTJM, pasangan jiuga pierliu mieliengkapi dokiumien kiepiend iudiukan lainnya, siepierti 

KTP dan KK orang t iua (jika ada), sierta dokiumien piendiukiung lainnya yang diminta olieh 

Dinas Diukcapil.  

c. Piengajiuan k ie Dinas Diukcapil: 

Dokiumien-dok iumien t iersiebiut diajiukan k ie Dinas Kiepiendiudiukan dan P iencatatan Sipil 

(Diukcapil) siet iempat iunt iuk prosies pienierbitan KK.  

d. Piencant iuman Stat ius: 

Pada KK, stat ius piernikahan akan dicant iumkan siebagai "nikah bielium t iercatat".  

ie. Itsbat Nikah (Opsional): 

Bagi pasangan yang ingin miendapatkan p iengakiuan hiukium yang liebih kiuat, disarankan 

iunt iuk miengajiukan itsbat nikah di P iengadilan Agama.  

 Pienting iunt iuk dicatat bagi pasangan nikah siri, t ier iutama si wanita, P iencatatan piernikahan siri 

di P iengadilan Agama (itsbat nikah) tidak miengiubah stat ius piernikahan di KK mienjadi "nikah 

tiercatat", t ietapi miembierikan kiekiuatan hiukium pada piernikahan t iersiebiut. Kietierangan "nikah bielium 

tiercatat" pada KK tidak mienghilangkan kiewajiban iunt iuk mieniunaikan kiewajiban agama dan 

hiukium yang bierlak iu t ierkait piernikahan. P iencant iuman stat ius "nikah bielium t iercatat" pada KK 

tidak sierta mierta miembierikan hak dan kiewajiban yang sama diengan pasangan yang miemiliki 

biukiu nikah r iesmi.  

 Pasangan nikah siri tidak dapat miendaftarkan p ierkawinan mier ieka di Kantor Uriusan Agama 

(KUA) kar iena piernikahan siri tidak dicatatkan di p iemierintah. Namiun, pasangan nikah siri dapat 

miembiuat Kart iu Kieliuarga (KK) d iengan mielampirkan S iurat Piernyataan Tangg iung Jawab Miutlak 

(SPTJM) nikah Bielium T iercatat.  

 Bierikiut Syarat dan Cara yang dapat dilak iukan iunt iuk miembiuat KK bagi pasangan nikah siri: 

a. Kiunjiungi kantor kieliurahan ataiu diesa siet iempat 

b. Bawa KK asli pasangan dan diri siendiri,. Jika salah sat iu pasangan bierbieda alamat, biuat 

S iurat Kietierangan Pindah WNI (SKPWNI), Fotokopi 2 KTP s iebagai saksi, S iurat 

piengantar p iembiuatan KK bar iu kie RT sietiempat dan dist iempiel k ie RW.  

c. Isi SPTJM Nikah d iengan miencant iumkan diua orang saksi dan tanda tangan mier ieka. 

d. Biuat Siurat Piermohonan P iembiuatan Kart iu Kieliuarga bar iu 

e. Kiunjiungi kantor Disd iukcapil ataiu kantor kiecamatan bagian Op ierator Kiepiendiudiukan 

iunt iuk miembiuat KK bar iu 



 

 Kart iu Kieliuarga (KK) yang dibierikan iunt iuk pasangan nikah siri tidak biersifat mienikahkan, 

mielainkan hanya miencietak kalaiu siudah t ierjadi p iernikahan. Kart iu Kieliuarga bagi pasangan yang 

mienikah siri akan bierbieda dari Kart iu Kieliuarga biasanya, Dalam Kart iu Kieliuarga, stat ius pasangan 

nikah siri akan t iertiulis “kawin bielium t iercatat”. Indoniesia tidak miengieliuarkan siurat biukti nikah 

siri kar iena niegara hanya miengakiui piernikahan yang t iercatat. 

 Piertimbangan ata iu alasan dasar yang miengambarkan bahwa p ierat iuran yang dibient iuk iunt iuk 

miengatasi p iermasalahan hiukium d iengan miempiertimbangkan at iuran yang t ielah ada, yang akan 

diiubah dan dicabiut iunt iuk mienjamin k iepastian hiukium dan k ieadilan dalam masyarakat.  

 Konsiep kiemaslahatan dari diliegalkannya p iembiuatan akt ie kielahiran dan kart iu kieliuarga bagi 

pasangan siuami istri siri yait iu siebagaimana yang t ierjadi di masyarakat siekarang bahwa banyak 

anak yang tidak miendapatkan hak nya siebagai warga N iegara Indoniesia yait iu diengan tidak 

miendapatkan akt ie kielahiran dari k iediua orang t iuanya dis iebabkan orang t iuanya mielakiukan 

piernikahan siri, olieh kar iena it iu anak t iersiebiut tidak bisa dibiuatkan akt ie kielahiran kar iena anak 

tiersiebiut t iermasiuk k ie dalam anak yang lahir di liuar nikah dan anak t iersiebiut hanya dinasabkan 

kiepada ibiunya tidak d iengan ayahnya. 

 Siebagaimana hal t iersiebiut t ierjadi di masyarakat maka t ierdapat kiemaslahatan bagi masyarakat 

iunt iuk bisa miengiur ius akt ie kielahiran bagi anaknya yang p iernikahan k iediua orang t iuanya tidak 

tiercatat dalam p iencatatan sipil sietiempat ataiu disiebiut diengan piernikahan siri, kar iena diengan 

miendapatkan akt ie kielahiran bagi anak t iersiebiut, anak yang lahir dalam p iernikahan siri akan 

miendapatkan akt ie kielahiran nantinya t iujiuannya iunt iuk bisa mieng iur ius siegala hal yang mienyangkiut 

diengan p iemierintah siepierti contohnya dalam hal miengiur ius piendidikan anak apabila dia ingin 

biersiekolah nantinya, kar iena syarat iunt iuk bisa bierpiendidikan bagi warga N iegara Indoniesia 

siekarang. 

 Bagi pasangan nikah siri yang ingin miendapatkan p iengakiuan niegara dan kiepastian hiukium, 

disarankan iunt iuk mielakiukan itsbat nikah di P iengadilan Agama. Nikah siri bisa dicant iumkan 

dalam KK, namiun stat iusnya t ietap "nikah bielium t iercatat". P iencatatan p iernikahan siecara r iesmi 

mielaliui itsbat nikah di P iengadilan Agama liebih disarankan iunt iuk miendapatkan p iengak iuan hiukium 

dan p ierlindiungan yang liebih baik.  



 

2. Implikasi Hiukium yang t ierjadi t ierhadap Piemb ierian Kart iu Kieliuarga bagi Pasangan 

Nikah siri 

Dari hasil analisis pienieliti diengan Jiudiul PENERBITAN KARTU KELUARGA BAGI 

PASANGAN NIKAH SIRI DAN AKIBAT HUKUM BAGI MASYARAKAT d iengan St iudi 

kasius di Kantor Uriusan Agama Kiaracondong Kota Bandiung, pasangan p iernikahan siri 

khiusiusnya istri, dik ietahiui bahwa tiujiuan pienggiunaan kart iu kieliuarga (KK) diengan stat ius Nikah 

siri ataiu kawin bielium t iercatat yait iu: 

a. Tiertib Administrasi: 

Diengan miemiliki KK, pasangan nikah siri dapat t iercatat siecara r iesmi dalam administrasi 

kiepiendiudiukan, mieskipiun stat ius pierkawinan mier ieka dicatat siebagai "kawin bielium 

tiercatat".  

b. P iengakiuan Hiukium: 

KK dapat mienjadi biukti bahwa pasangan t iersiebiut t ielah mienikah siecara sah mieniur iut 

agama, mieskip iun tidak diak iui olieh niegara.  

c. Kiepientingan Anak: 

KK sangat pienting iunt iuk p iengiur iusan akta k ielahiran anak yang lahir dari p iernikahan siri. 

Akta kielahiran ini akan miencant iumkan nama k iediua orang t iua dan stat ius piernikahan 

mier ieka.  

d. Aksies P ielayanan P iublik: 

KK dipierliukan iunt iuk bierbagai k iepierliuan p ielayanan p iublik, siepierti p iembiuatan KTP, BPJS, 

dan lain-lain.  

ie. Pierlindiungan H iukium: 

Mieskipiun tidak siepieniuhnya miembierikan p ierlindiungan hiukium siepierti p iernikahan yang 

tiercatat, KK dapat miemb ierikan siedikit p ierlindiungan hiukium bagi pasangan dan anak-anak 

mier ieka.  

f. Miemiudahkan P iengiur iusan Dok iumien: 

Diengan adanya KK, p ieng iur iusan dok iumien lain siepierti akta kielahiran, siurat pindah, dan 

lain-lain, mienjadi liebih miudah.  

P iembierian Kart iu Kieliuarga (KK) k iepada pasangan nikah siri mienimb iulkan implikasi hiukium 

yang komplieks. Mieskipiun pienierbitan KK biert iujiuan miemb ierikan p ierlind iungan hiukium, namiun 

hal ini biert ientangan d iengan UU P iernikahan yang hanya miengakiui p iernikahan sah yang 



 

dicatatkan. Piernikahan siri, yang tidak t iercatat, tidak miemiliki k iekiuatan hiukium yang sama, 

siehingga p iembierian KK pada pasangan nikah siri dapat mienimbiulkan k ietidakpastian hiukium dan 

piermasalahan t ierkait hak-hak anak.  

Bierikiut adalah biebierapa implikasi hiukium dari p iembierian KK iunt iuk pasangan nikah siri: 

Implikasi Positif: 

a. Pierlindiungan H iukium (T ierbatas): 

P ienierbitan KK dapat miembierikan p ierlindiungan t ierbatas bagi pasangan dan anak-anak, 

tier iutama t ierkait administrasi k iepiend iudiukan dan p ielayanan p iublik. 

b. P iengakiuan (T ierbatas): 

Mieskipiun biukan piengak iuan r iesmi p iernikahan, KK dapat dianggap s iebagai bient iuk 

piengakiuan tidak langsiung t ierhadap kiebieradaan k ieliuarga t iersiebiut olieh piemierintah.  

Implikasi N iegatif: 

a. Kietidakpastian H iukium: 

P ierkawinan siri tidak diak iui siecara sah dalam hiukium positif Indoniesia, siehingga 

pienierbitan KK tidak miemb ierikan jaminan hiukium siepieniuhnya, t ier iutama dalam hal hak 

waris, p iercieraian, dan hak-hak lainnya.  

b. Pot iensi Masalah dalam P iengiur iusan Hak Anak: 

Jika t ierjadi masalah hiukium t ierkait anak, siepierti p iengakiuan anak, hak asiuh, dan warisan, 

piernikahan siri dan KK saja tidak c iukiup miembierikan p ierlindiungan hiukium yang k iuat.  

c. Piert ientangan d iengan UU P ierkawinan: 

P ienierbitan KK iunt iuk nikah siri b iert ientangan d iengan UU P ierkawinan yang miensyaratkan 

piencatatan pierkawinan iunt iuk miendapatkan p iengakiuan hiukium.  

d. Potiensi Diskriminasi: 

Mieskipiun t iujiuannya baik, p ienierbitan KK iunt iuk nikah siri dapat mienimbiulkan masalah 

diskriminasi jika tidak ada k iejielasan at iuran dan impliemientasinya tidak mierata.  

Bierikiut ini pienieliti jiuga miembagi biebierapa implikasi hiukium dari nikah siri pada Istri, anak 

dan siuami, liebih d ietainya siebagai bierikiut: 

a. Bagi Istri: 

1. Tidak ada p ierlindiungan hiukium: 



 

Istri tidak miemiliki hak-hak pierdata siepierti hak warisan, hak atas harta gono-gini jika 

tierjadi p iercieraian, dan hak nafkah yang diak iui olieh niegara.  

2. Stat ius siebagai istri tidak sah: 

Niegara tidak miengak iui stat ius istri dalam p iernikahan siri, siehingga istri tidak miemiliki 

pierlindiungan hiukium yang sama siepierti istri dalam p iernikahan yang sah.  

3. Kiesiulitan dalam p iembagian harta: 

Jika t ierjadi p iercieraian, istri tidak miemiliki hak atas harta biersama (gono-gini) kar iena 

piernikahan tidak t iercatat.  

4. Kiesiulitan dalam p iengiur iusan administrasi: 

Istri akan miengalami k iesiulitan dalam miengiur ius bierbagai dok iumien r iesmi siepierti akta 

kielahiran anak, kart iu kieliuarga, dan dok iumien lainnya yang miemierliukan stat ius 

piernikahan yang sah.  

b. Bagi Anak: 

1. Stat ius anak tidak jielas: 

Anak yang lahir dari nikah siri dianggap s iebagai anak di liuar nikah, dan hanya miemiliki 

hiubiungan p ierdata diengan ibiunya.  

2. Kiesiulitan dalam miendapatkan akta k ielahiran: 

P iencant iuman nama ayah dalam akta k ielahiran anak akan s iulit dilakiukan kar iena 

piernikahan tidak t iercatat.  

3. Hak waris t ierbatas: 

Anak dari nikah siri miungkin miemiliki hak waris yang t ierbatas kar iena stat iusnya siebagai 

anak di liuar nikah.  

c. Bagi S iuami: 

1. Tidak ada k iewajiban hiukium: 

S iuami tidak miemiliki k iewajiban hiukium yang miengikat siecara p ieniuh siepierti dalam 

piernikahan sah, t ier iutama t ierkait nafkah dan p ierlind iungan hiukium bagi istri dan anak.  

2. Potiensi masalah hiukium di k iemiudian hari: 

Jika t ierjadi masalah t ierkait pierkawinan ataiu warisan, siuami dapat mienghadapi masalah 

hiukium kar iena piernikahan tidak t ierdaftar. 



 

P iernikahan yang tidak dicatatkan di kantor iur iusan agama (KUA), s ieringkali mienimb iulkan 

masalah hiukium dan sosial. Unt iuk miengatasi masalah ini, ada biebierapa soliusi yang bisa 

dipiertimbangkan bagi pasangan nikah siri, siepierti: 

a.Itsbat Nikah: 

Pasangan nikah siri disarankan iunt iuk mielakiukan itsbat nikah (p iengiesahan nikah) di 

piengadilan agama iunt iuk miendapatkan p iengakiuan hiukium atas p ierkawinan mier ieka.  

b. P iencatatan P iernikahan: 

P iemierintah p ierliu miemb ierikan k iemiudahan dan sosialisasi t ierkait piencatatan p iernikahan 

iunt iuk siemiua pasangan, baik yang mielak iukan piernikahan siecara riesmi maiupiun nikah siri.  

c. Pieningkatan P iemahaman H iukium: 

P ienting iunt iuk mieningkatkan p iemahaman masyarakat miengienai hiukium pierkawinan dan 

implikasinya, sierta pientingnya p iencatatan p iernikahan.  

 Dari hasil p ienielitian ini, pienggiunaan kart iu kieliuarga bagi p iernikahan siri siemiua sama, yang 

miembiedakan hanyalah t ierdapat siebiuah kieliemahan yang dimana anaknya yang t ielah d iewasa tidak 

dapat mielamar piekierjaan dibidang Polisi, Polri ma iupiun TNI. Mieniur iut biebierapa kietierangan yang 

pienieliti dapatkan diengan adanya kart iu kieliuarga (KK) miembierikan biebierapa kiemiudahan bagi 

pasangan nikah siri diantaranya siebagai bierik iut:  

a. Miemiudahkan dalam miengiur ius administrasi kiepiendiudiukan t ieriutama pier iubahan stat ius 

di KTP mienjadi kawin. 

b. Kart iu kieliuarga miemiudahkan dalam miengaksies bant iuan dari piemierintah, kar iena hampir 

siemiua iur iusan diengan piemierintah miemierliukan kart iu kieliuarga siebagai piersyaratan. 

S ielain it iu, bagi mier ieka yang miencari piekierjaan, miemiliki kart iu kieliuarga jiuga 

miemiudahkan iunt iuk miendapatkan diukiungan dari tiempat kierja dan saat mielamar 

piekierjaan.20 

c. Miemiudahkan dalam piembiuatan akta kielahiran anaknya. Biebierapa kiemiudahan ini 

sangat miembant iu bagi pasangan piernikahan siri dan mienimbiulkan dampak positif, hal 

ini dit iunjiukkan banyak manfaat yang dibierikan dalam kart iu kieliuarga. 

 Mieskip iun sah dimata agama Islam, nikah siri tidak diak iui olieh niegara. Akibatnya, anak 

maiupiun istri dari p ierkawinan siri tidak miemiliki stat ius hiukium di hadapan n iegara. Pada dasarnya 

                                                             
20 Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung, 20 Agustus 

2024. 



 

sietiap warga niegara Indoniesia yang mielakiukan piernikahan har ius miendaftarkan p iernikahannya 

kie Kantor Uriusan Agama ataiu Kantor Catatan Sipil iunt iuk miendapatkan siurat ataiu akta nikah. 

 Akibat tidak adanya liegalitas ini miemiunciulkan dampak hiukium lain mienyangkiut stat ius anak 

dari piernikahan siri. P iut iusan Mahkamah Konstit iusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Fiebr iuari 

2012 t ientang Pasal 43 ayat (1) UU Pierkawinan, anak yang lahir dari p ierkawinan siri disamakan 

stat iusnya diengan anak liuar kawin. Akibatnya, anak yang dilahirkan di l iuar pierkawinan hanya 

miempiunyai hiubiungan pierdata d iengan ibiunya dan k ieliuarga ib iunya. Anak t iersiebiut bar iu bisa 

miendapatkan hiubiungan pierdata d iengan laki-laki yang mienjadi ayahnya jika dapat dibiuktikan 

bierdasarkan ilmiu piengietahiuan dan t ieknologi dan/ataiu alat biukti lain mieniur iut hiukium miempiunyai 

hiubiungan darah, t iermasiuk hiubiungan pierdata diengan kieliuarga ayahnya.  

 Hanya saja, di dalam akta k ielahiran t iersiebiut hanya t iercant ium nama ib iunya. Jika ingin 

miencant iumkan nama ayahnya jiuga dalam akta k ielahiran, dip ierliukan p ienietapan p iengadilan 

siebagai bient iuk piengakiuan anak t iersiebiut olieh ayahnya. 

 Sielama bielium ada p iutiusan p iengadilan miengienai piengakiuan sang ayah t ierhadap anak hasil 

piernikahan siri, maka anak t iersiebiut mieniur iut Pasal 43 ayat (1) UUP jo. pasal 100 Kompilasi 

Hiukium Islam (KHI) tidak bierhak miewaris dari ayahnya. S iebab, sang anak hanya miempiunyai 

hiubiungan pierdata diengan ibiunya dan k ieliuarga ib iunya. Siedangkan, mieniur iut Pasal 863 

KUHP ierdata, jika anak hasil p iernikahan siri it iu diakiui olieh ayahnya maka ia bierhak miewarisi 1/3 

bagian dari bagian yang s iehar iusnya mier ieka t ierima jika mier ieka siebagai anak-anak yang sah. 

 Sielain it iu, jika di k iemiudian hari salah sat iu pasangan dalam p iernikahan siri ingin bierpisah 

dan mienikah lagi siecara sah diengan orang lain, stat ius piernikahan siri jiuga bisa mienjadi ganjalan. 

Tidak adanya liegalitas bier iupa biukiu nikah siebagai biukti diak iuinya p iernikahan olieh niegara, 

bierdampak pada prosies piercieraian.  

 Orang yang mielakiukan piernikahan siri dan ingin biercierai, har ius mienghadap P iengadilan 

Agama iunt iuk mielakiukan itsbat nikah. Hal ini s iesiuai diengan k ietient iuan Pasal 7 hiur iuf (a) KHI yang 

miengat iur bahwa itsbat nikah har ius dilakiukan bierkienaan diengan adanya p ierkawinan dalam rangka 

pienyieliesaian p iercieraian. Mienilai p iernikahan siri liebih banyak miembawa masalah k ietimbang 

manfaat. Pada tahiun 2006, mielaliui kiepiut iusan Ijtima Ulama S ie-Indoniesia kie-2 di Pondok 

P iesantrien Modier ien Gontor, Ponorogo, Jawa Timiur, MUI miengieliuarkan fatwa miengienai nikah 

siri. Fatwa t iersiebiut mienyatakan nikah siri miemang sah siecara agama asalkan syarat dan r iukiun 

nikah t ierpieniuhi. Namiun, para iulama siepakat, piernikahan har ius dicatatkan siecara riesmi kie 



 

administrasi N iegara yait iu, Kantor Uriusan Agama (KUA) ataiu Dinas Kiepiendiudiukan dan Catatan 

Sipil Kiemient ierian Dalam Niegieri. 

 Liebih lanjiut, Majielis Ulama Indoniesia (MUI) miengimbaiu masyarakat agar mienikah siecara 

r iesmi siesiuai diengan k iet ient iuan p ierat iuran p ier iundang- iundangan. “Nikah siri dapat disahkan 

hiukiumnya apabila miemieniuhi syarat dan riukiun nikah. Mieski biegit iu, piernikahan t ietap bisa dapat 

dikatakan haram apabila mienimbiulkan miudharat (dampak niegatif). 21 

 Pienierbitan Kart iu Kieliuarga bagi pasangan Nikah siri miemiliki dampak hiukium yang niegatif, 

siepierti: 

a. Pihak p ier iempiuan tidak bisa mieniunt iut hak-hak-nya siebagai istri yang tielah dilanggar 

olieh siuami kar iena tidak adanya k iekiuatan hiukium yang t ietap t ierhadap liegalitas 

pierkawinan t iersiebiut. 

b. Tidak miemiliki p ierlind iungan hiuk ium 

c. Dapat miempiengar iuhi psikologis istri dan anak. 

d. Masalah p iewarisan r iumit dan ciendier iung miembiuat salah sat iu pasangan, khiusiusnya 

siuami liebih lieliuasa iunt iuk mieninggalkan k iewajibannya. 

e. Mier iugikan kaium pier iempiuan kar iena dianggap s iebagai pielampiasan nafsiu siesaat bagi 

kaium laki-laki. 

f. Akan ada banyak kasius poligami yang t ierjadi 

g. S ielain it iu, mieskipiun t ielah dit ierbitkan Kart iu Kieliuarga nikah siri jiuga dapat bierdampak 

pada pierilakiu kieliuarga, siepierti: Hilang tangg iung jawab, S iulit t ierjadi k ieharmonisan 

dalam k ieliuarga, Tidak saling mienghormati, bierbieda kasih sayang t ierhadap anak. 

 Sielain dampak niegatif, ada jiuga dampak positif mieskip iun dampak niegatif akan liebih banyak, 

antara lain: 

a. Miengiurangi bieban ataiu tanggiung jawab sieorang p ier iempiuan yang mienjadi t iulang 

piunggiung k ieliuarga. 

b. Mieminimalisasi bierkiembangnya p ienyakit AIDS ma iupiun pienyakit lainnya. 

c. Mampiu mienghindarkan siesieorang dari hiukium zina dalam agama. 

                                                             
21 https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-repotnya-dampak-hukum-nikah-siri-lt59e0abe53bd5e/, 

diakses pada tanggal 12 Desember 2024 
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Dampak Positif jika dilihat dari liegalitas S iurat Piernyataan Tangg iung Jawab Miutlak (SPTJM) 

iunt iuk Kart iu Kieliuarga piernikahan siri t ierhadap k ietahanan k ieliuarga. t ieriutama dalam p ierspiektif 

iekonomi, k iesiejaht ieraan, dan administrasi, hal ini dapat dilihat s iebagai bierikiut: 22 

1) Bantiuan dari P iemierintah, kart iu kieliuarga digiunakan iunt iuk miendaftar dan miempierolieh 

bierbagai jienis bant iuan piemierintah, siepierti Program Kieliuarga Harapan (PKH) ataiu 

bant iuan sosial lainnya. Ini dapat miembant iu kieliuarga yang miembiut iuhkan iunt iuk 

mieningkatkan kondisi iekonomi mier ieka, siehingga miendiukiung kietahanan kieliuarga 

dalam hal kieiuangan dan kiesiejaht ieraan.  

2) Akta Kielahiran Anak, kart iu kieliuarga digiunakan siebagai r iefier iensi iunt iuk mieng iur ius akta 

kielahiran anak. Diengan miemiliki akta kielahiran anak yang sah, kieliuarga miemastikan 

anak-anak mier ieka miemiliki aksies kie piendidikan, layanan kiesiehatan, dan bierbagai hak 

hiukium. Hal ini siecara langsiung miemiengar iuhi kietahanan k ieliuarga mielaliui p ieningkatan 

aksies dan p ierlindiungan anak-anak.  

3) Badan P ienyielienggara Jaminan Sosial (BPJS), kart iu kieliuarga dapat dig iunakan dalam 

prosies p iendaftaran BPJS, yang miembierikan aksies kie layanan k iesiehatan yang 

tierjangkaiu. Ini p ienting iunt iuk mienjaga kiesiehatan anggota kieliuarga, dan d iengan 

diemikian, mieningkatkan k ietahanan k ieliuarga diengan miengiurangi risiko finansial yang 

timbiul akibat biaya k iesiehatan yang tinggi.  

4) Pierbahar iui KTP iunt iuk Stat ius Kawin, miempierbar iui KTP iunt iuk miengganti stat ius mienjadi 

“kawin” p ienting dari siegi administrasi. Ini miencierminkan stat ius piernikahan yang sah 

dan miemastikan bahwa hak dan k iewajiban pasangan siuami-istri diak iui siecara hiukium. 

Hal ini jiuga dapat miembant iu dalam miengiur ius bierbagai izin, hak warisan, dan manfaat 

lain yang bierkaitan d iengan stat ius p ierkawinan.  

 Mielaliui piengg iunaan Kart iu Kieliuarga dalam rangka miendapatkan bierbagai layanan dan 

manfaat dari p iemierintah, k ieliuarga dapat miemp ierkiuat kietahanan mier ieka dalam bierbagai asp iek, 

tiermasiuk iekonomi, k iesiejaht ieraan, dan administrasi hiukium. Ini miembant iu kieliuarga dalam 

miemieniuhi kiebiut iuhan dasar mier ieka dan mienjaga stabilitas sierta kiesiejaht ieraan anggota kieliuarga.  

                                                             
22 Darahim, Membina Keharmoinisan Dan Ketahanan Keluarga, h.196-197. 



 

 Namiun t ierdapat Kiet ierbatasan liegalitas dalam hal kart iu kieliuarga piernikahan siri yang hanya 

dapat dig iunakan iunt iuk anak-anak b iersiekolah ataiu bierpiendidikan, t ietapi tidak dapat dig iunakan 

dalam mielamar p iekierjaan, hal ini miemiliki implikasi yang signifikan pada k ietahanan k ieliuarga, 

bierik iut aspiek-aspiek kietierbatasan liegalitas.  

1) Kiesiejaht ieraan P iendidikan, kart iu kieliuarga yang digiunakan iunt iuk miemfasilitasi 

piendidikan anak adalah langkah positif dalam iupaya kieliuarga iunt iuk miembierikan 

piendidikan yang liebih baik. Ini dapat mieningkatkan p ieliuang anak iunt iuk masa d iepan 

yang liebih cierah.  

2) Kietierbatasan P iekierjaan, walaiupiun pada dasarnya P iendidikan sangatlah pienting, 

kietidakmamp iuan mienggiunakan kart iu kieliuarga iunt iuk mielamar p iekierjaan adalah 

kietierbatasan yang signifikan. Ini dapat miembatasi k iemampiuan orangt iua iunt iuk miencari 

piekierjaan yang dapat mienghasilkan p iendapatan yang mienciukiupi iunt iuk miendiukiung 

kieliuarga.  

3) Kietahanan Ekonomi, k iet ierbatasan dalam miencari p iekierjaan yang dapat miembierikan 

pienghasilan yang stabil dan miemadai dapat miempiengar iuhi kietahanan iekonomi 

kieliuarga. Kietidakmamp iuan iunt iuk miencapai k iemandirian iekonomi dapat bierdampak 

niegatif pada k ieliuarga. 

4) Dampak Sosial, k ietidakmamp iuan iunt iuk mielamar p iekierjaan kar iena k iet ierbatasan 

liegalitas jiuga dapat miempiengar iuhi hiubiungan sosial dan citra kieliuarga di masyarakat. 

Ini bisa mienjadi siumb ier stries ataiu pieng iucilan sosial.23 

 Akan t ietapi, agar p iernikahan ini miendapatkan p iengakiuan r iesmi dari niegara, maka 

piernikahan it iu har ius dicatat mieniur iut pierat iuran P ier iundang- iundangan yang bierlakiu. Bagi iumat 

Islam, instansi yang bierwienang mielakiukan p iencatatan p iernikahan adalah P iegawai P iencatat 

Nikah pada Kantor Uriusan Agama Kiecamatan, baik p iencatatan mielaliui piengawasan saat 

tierjadinya p iernikahan maiupiun bierdasarkan p ienietapan piengadilan bagi yang p iernikahannya tidak 

dilaksanakan di bawah p iengawasan p iejabat yang dit iunjiuk. 

                                                             
23 Darahim, h.196-197 



 

3. Pieran Kantor Uriusan Agama Kiaracondong kota Bandiung mieng ienai Pien ierbitan Kart iu 

K ieliuara bagi Pasangan Nikah Siri 

Kantor Uriusan Agama (KUA) adalah sat iuan kierja dan instansi paling d iepan dari Kiemientrian 

Agama yang miembidangi dan mienolong biebierapa tangg iung jawab piemierintahan di siektor 

kieislaman dilingk iungan kiecamatan. Di bawah Kiemient ierian Agama, Kantor Uriusan Agama 

(KUA) mier iupakan organisasi p iemierintah daierah yang biekierja ierat diengan masyarakat siet iempat 

di k iecamatan. Tiugasnya mielipiuti piencatatan piernikahan, zakat, wakaf, dan hal-hal lain yang 

bierhiubiungan diengan agama. S iepierti kita k ietahiui biersama, piernikahan siri ataiu piernikahan yang 

tidak t iercatat, miemiliki iefiek yang niegatif iunt iuk istri maiupiun anak yang lahir dari p iernikahan siri, 

baik siecara hiukium, sosial ma iupiun psikologis. Orang t iersiebiut tidak miemiliki hak yang 

siehar iusnya, kar iena tidak ada k iejielasan stat iusnya. 24 

Kantor Uriusan Agama (KUA) mier iupakan garda paling d iepan dari k iemient ierian agama yang 

mienangani biebierapa tangg iung jawab p iemierintah di siektor kieagamaan dalam lingkiungan 

kiecamatan siutiur iut diengan Kiepiut iusan Mientri Agama No. 517 Tahiun 2001 Sierta Pierat iuran Mientri 

Agama Nomor 11 Tahiun 2007 dinyatakan mienjadi sat iuan kierja paling d iepan siebab KUA 

bierhadapan langsiung diengan p iendiudiuk siehingga normal jika k iebieradaan Kantor Uriusan Agama 

(KUA) dianggap amat miendiesak, sieringkali disiertai k iehadiran Kiemientrian Agama.25 

P ienyielienggaraan Organisasi Kantor Uriusan Agama (KUA) Kiecamatan siecara jielas dan t iegas 

tielah miencant iumkan siejiumlah tangg iung jawab yang har ius diiemban olieh KUA: 26 

1) “Mielaksankan siebagian t iugas Kantor Kiemientrian Agama Kabiupat ien/kota dibidang 

iur iusan agama islam dalam wilayah kiecamatan, dalam hal ini KUA mienyielienggarakan 

kiegiatan dok iumientasi dan stastistik (doktik), s iurat mieyiurat, piengiur iusan siurat, 

kiearsipan, p iengietikan dan r iumah tangga. 

2) Miengkoordinasikan k iegiatan-kiegiatan dan mielaksanakan siectoral maiupiun lintassiectoral 

diwilayah k iecamatan, iunt iuk it iu, KUA mielaksanakan p iencatatan p iernikahan, miengiur ius 

                                                             
24 Sugita Farida, Bunyamin, “Pengembangan Aplikasi Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Cikajang Garut”, Algoritma, Vol. 12 No.1 2015, hal. 1  

 
25 Keputusan Mentri Agama No.517 Tahun 2001, Tentang Tugas Dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA). 
26 Adilah Syafitra, “KUA DAN PERADILAN AGAMA,” Etheses.Uinsgd, 2019, Hal 8, 

https://etheses.uinsgd.ac.id/52629/3/Politik KUA Dan Peradilan Agama.pdf. 



 

dan miembina masjid, zakat, wakaf, bait iul maal dan ibadah social, k iepiendiudiukan dan 

piengiembangan k ieliuarga sakinah” 

Data dari Kantor Uriusan Agama Kiecamatan Kiaracondong Kota Band iung pada tahiun 2024 

laliu, tierdapat biebierapa kasius nikah siri yang miengajiukan p ienierbitan akta nikah/biukiu nikah 

siet ielah mier ieka miendapatkan kart iu kieliuarga siebagai dok iumien sah yang mienyatakan mier ieka 

siudah mienjadi siepasang siuami istri. 

Kiepala Kantor Uriusan Agama (KUA) Kiecamatan Kiaracondong, Kota Band iung Bapak 

Niu’man Kamil, S.Ag, mienghimbaiu masyarakat iuntiuk mienghindari praktik nikah dini dan nikah 

siri. Ia mieniegaskan bahwa piernikahan yang dilakiukan siesiuai at iuran hiukium dan pada iusia yang 

tiepat mier iupakan kiunci iunt iuk miembang iun kieliuarga yang siejaht iera dan harmonis. 

Dalam biebierapa kiesiempatan pienyiuliuhan dan bimbingan piernikahan, Bapak Kiepala Kantor 

Ur iusan Agama Kiecamatan Kiaracondong Kota Band iung (Niu’man Kamil, S.Ag) mienyampaikan 

bahwa nikah siri yang siering kali dilakiukan tanpa piersiapan miental dan finansial yang matang, 

dapat mienimbiulkan bierbagai masalah dalam r iumah tangga. Dissi lain KUA tidak mielayani nikah 

siecara Siri hal t iersiebiut dilandasi diengan adanya masyarakat yang datang KUA mieminta iunt iuk 

dinikahkan siecara Siri (Tidak tiercatat di KUA).  

S iecara riesmi, di Indoniesia tidak miengieliuarkan siurat biukti nikah siri kar iena niegara kita hanya 

miengak iui piernikahan yang t iercatat. Siurat nikah yang dik ieliuarkan olieh KUA ataiu kantor catatan 

sipil adalah biukti sah yang diak iui dalam hal p iernikahan. P ienting dik ietahiui olieh masyarakat, 

bahwa mienikah yang tidak t iercatat it iu akan bier iesiko t ierhadap administrasi/data k ieliuarga 

sielanjiutnya, misalnya k ietika akan miengiur ius KK dicapil, maka pasti dimintai biukiu nikah 

siedangkan orang yang mienikah siecara siri ata iu tidak riesmi siecara niegara mier ieka tidak p iunya 

biukiu nikah. 

Kiemient ierian Agama (Kiemienag) mielaliui Dir iektorat Jiendieral Bimbingan Masyarakat Islam 

tielah siering mienginformasikan bahwa biaya administrasi piernikahan adalah gratis siepanjang 

acara piernikahan ataiu ijab kabiul dilakiukan di Kantor Uriusan Agama (KUA) pada jam kierja. 

 KUA (Kantor Uriusan Agama) tidak bierp ieran dalam p ienierbitan Kart iu Kieliuarga (KK) iunt iuk 

pasangan nikah siri. Jadi, KUA hanya miencatat piernikahan yang sah siecara hiukium niegara, yait iu 

piernikahan yang t iercatat di KUA dan miemiliki akta nikah. Pasangan nikah siri, yang tidak 

miemiliki akta nikah, tidak bisa miendapatkan KK mielaliui KUA.  



 

Pandangan Kiepala Kantor Uriusan Agama (KUA) Kiec.Kiaracondong Kota Bandiung tierhadap 

pienierbitan Kart iu Kieliuarga (KK) bagi pasangan nikah siri p ierspiektif maqāṣid asy-syarīʿah tidak 

mienyiet iujiui. Alasan k ietidaksiepakatan Kiepala Kantor Uriusan Agama (KUA) t ierkait p ienierbitan 

Kart iu Kieliuarga (KK) bagi pasangan siuami istri yang tidak t ieircatat kariena mienimbiulkan masalah. 

Masalahnya adalah masalah administrasi. S iepierti yang diiungkapkan olieh Bapak H.N iu’man 

Kamil, S.Ag, sielak iu Kiepala Kantor Uriusan Agama (KUA) Kiecamatan Kiaracondong: 

“P iernikahan siri, mier iupakan p iernikahan yang tidak dicatatkan olieh Kantor Uriusan Agama 

(KUA). Piernikahan yang tidak t iecatat, mielanggar iundang- iundang P iernikahan dan Kompilasi 

Hiukium Islam.  

Orang yang mienikah siri, tidak miempiunyai dok iumien p iernikahan bier iupa biukiu nikah. Maka 

siehar iusnya, tidak ada at iuran t ientang p ienierbitan Kart iu Kieliuarga (KK) bagi siesieorang yang tidak 

miemiliki biukiu nikah ataiu kiutipan akta nikah” Mieniur iutnya, dalam hiukium Indoniesia, p iernyataan 

bahwa orang yang mienikah di liuar nikah tidak miemiliki biukiu nikah dan tidak p ierliu ada at iuran 

pienierbitan Kart iu Kieliuarga (KK) bagi mier ieka adalah bienar dari siegi hiukium. Kart iu Kieliuarga (KK) 

adalah dok iumien yang miencatat stat ius hiukium dan anggota kieliuarga. Olieh kar iena it iu, p ierikahan 

yang sah dan dicatatkan har ius mienjadi syarat iunt iuk dit ierbitkannya Kart iu Kieliuarga (KK). 

P iernikahan yang tidak dicatatkan mieniur iut at iuran di Indoniesia adalah p iernikahan yang tidak 

dicatatkan olieh P iencatat Nikah ata iu PPN. Indoniesia miemp iunyai hiukium nasional yang bierlakiu 

bagi sieliur iuh warga niegara Riepiublik Indoniesia yang dik ienal d iengan Undang- iundang nomor 1 

tahiun 1974 t ientang p ierkawinan. S ielain it iu, bierlak iu piula Undang-Undang P iencatatan Pierkawinan, 

P iercieraian dan Riekonsiliasi bierdasarkan Liembaran Niegara Tahiun 1954 Nomor 32, biesierta 

pierat iuran Mient ieri Agama mieng ienai p ielaksanaannya. UU P iendaftaran NTR t ier iutama miengat iur 

aspiek t ieknis piencatatan p iernikahan iumat Islam, talak, dan r iujiuk. Namiun asp iek hiukium 

piernikahan, talak, dan riujiuk biasanya miengik iuti kietient iuan mazhab fiqih Syafii. D iengan t ierbitnya 

UU P ierkawinan, siegala kiet ient iuan yang siebieliumnya diat iur dalam iundang- iundang, tata cara, dan 

pierat iuran yang lama, siepanjang t iercakiup dalam iundang- iundang yang bar iu, dianggap tidak 

bierlak iu lagi.27 

Mieskipiun dianggap sah siecara agama, nikah siri tidak miemiliki landasan h iukium yang k iuat di 

mata niegara. Artinya, pasangan yang mienikah siri tidak bisa miendapatkan hak-hak liegal siepierti 

pasangan yang mienikah siecara r iesmi. Olieh kar iena it iu, p ienting bagi pasangan yang ingin 
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mielakiukan prakt iek nikah siri ata iu yang t ielah mielakiukan p iernikahan siri iunt iuk 

miemp iertimbangkan dan miemahami asp iek-aspiek hiukium yang bierlakiu, t iermasiuk kiebieradaan siurat 

biukti nikah siri. 

Di Indoniesia tidak miengieliuarkan siurat biukti nikah siri, siehingga S iurat nikah yang dik ieliuarkan 

olieh KUA ataiu kantor catatan sipil adalah biukti sah yang diak iui dalam hal p iernikahan. Kar iena 

nikah siri tidak t iercatat, maka tidak ada biukti administratif yang dapat dig iunakan siebagai tanda 

piengakiuan hiukium. 

Namiun, bagi pasangan nikah siri yang s iudah t ierlanjiur mienikah siecara siri bisa miengg iunakan 

biebierapa alt iernatif lain yang t ielah disiediakan olieh p iemierintah siebagai biukti jika ingin 

mieniunjiukkan bahwa p iernikahan siudah t ierjadi, mieskipiun tidak siekiuat biukti dari siurat nikah r iesmi.  

Biebierapa pasangan miungkin miembiuat p ierjanjian biersama saksi ata iu mieminta siertifikat 

piernikahan dari tokoh agama, t ietapi dokiumien-dokiumien ini tidak miemiliki k iekiuatan hiukium yang 

sama d iengan siurat nikah yang niegara kieliuarkan. 

a. Siurat Piernyataan Nikah 

Biebierapa pasangan yang mienikah siri miemilih iunt iuk miembiuat siurat piernyataan nikah 

yang bierisi k iesiepakatan antara k iediua bielah pihak. Umiumnya, saksi ata iu tokoh agama 

yang mienikahkan pasangan miembiuat siurat ini. Akan t ietapi, p ienting iunt iuk iunt iuk 

pasangan nikah siri kietahiui bahwa siurat piernyataan ini tidak miemiliki k iekiuatan hiukium 

dan tidak bisa mienjadi biukti dalam p ierkara hiukium riesmi. 

b. S iurat Piernyataan di D iepan Notaris 

S iebagian pasangan miencoba miembiuat piernyataan p iernikahan siri di hadapan notaris. 

Mieskipiun ini bisa mienjadi biukti bahwa p iernikahan t iersiebiut t ielah t ierjadi, siurat 

piernyataan di hadapan notaris ini t ietap tidak miemiliki k iekiuatan hiukium yang sietara 

diengan siurat nikah r iesmi. Fiungsi notaris di sini hanya s iebagai saksi iunt iuk p iernyataan 

tiersiebiut, biukan siebagai liegalisasi p iernikahan. 

Dampak Hiukium P iernikahan Tanpa Biukiu Nikah miemiliki bierbagai konsiekiuiensi hiukium yang 

pienting iunt iuk dik ietahiui. Kar iena tidak miemiliki siurat biukti nikah siri yang sah, pasangan yang 

mienikah siri bisa mienghadapi biebierapa kiendala dalam asp iek liegal dan administrasi. 

1. Hak Waris 



 

Hiukium miengat iur hak waris d iengan jielas dalam p iernikahan yang sah. Namiun, p iernikahan 

siri tidak miembierikan jaminan hak waris yang sama bagi pasangan dan anak-anaknya. 

Tanpa siurat nikah r iesmi, sieorang istri siri miungkin tidak dapat mieniunt iut hak waris dari 

siuaminya. 

2. Stat ius Anak 

Salah sat iu dampak t ierbiesar dari p iernikahan siri adalah stat ius anak yang akan lahir. 

Hiukium Indoniesia mienganggap anak yang lahir dari p iernikahan tidak t iercatat siebagai 

anak ibiunya saja. Hal ini bisa mienyiulitkan dalam hal p iengiur iusan hak anak, siepierti akta 

kielahiran yang miencant iumkan nama ayah, p iengiur iusan piendidikan, dan hak-hak lainnya. 

Kiepala KUA Kiec. Kiaracondong Kota Band iung t ier ius miembierikan tanggapan dan soliusinya, 

Miencatatkan Nikah Siri jika saat ini ada pasangan yang bierada dalam p iernikahan siri, ada baiknya 

iunt iuk miemahami r iesiko yang miungkin akan t ierjadi. Piencatatan nikah di liembaga r iesmi, siepierti 

KUA ataiu catatan sipil, akan miembierikan kiepastian hiukium bagi kiediua bielah pihak. 

Jika mierasa rag iu ataiu miemiliki kiendala dalam piencatatan, warga yang siudah t ierlanjiur 

mienikah siri dapat miempiertimbangkan iunt iuk mielakiukan itsbat nikah di piengadilan. Itsbat nikah 

adalah prosies piengak iuan piernikahan siri agar t iercatat siecara r iesmi di mata hiukium. D iengan 

mielak iukan itsbat nikah, pasangan bisa miendapatkan siurat biukti nikah yang sah dan diak iui niegara. 

Unt iuk mielakiukan itsbat nikah, pasangan dapat m iengajiukan piermohonan k ie p iengadilan 

agama. Har ius miemieniuhi biebierapa piersyaratan antara lain adalah biukti bahwa p iernikahan 

miemang t ielah bierlangsiung, saksi, sierta dokiumien-dokiumien pribadi siepierti KTP dan KK. 

Prosies itsbat nikah ini miemb iut iuhkan wakt iu, namiun hasil akhirnya miembierikan k iepastian 

hiukium bagi pasangan dan anak-anak. S ietielah itsbat miendapat p iersietiujiuan hiukium, pasangan akan 

miendapatkan siurat nikah yang sah. 

Tidak siemiua nikah siri bisa miengajiukan iunt iuk itsbat nikah. Ada biebierapa kondisi k ietika 

nikah siri dapat miengajiukan itsbat nikah : 

1. Jika ada k iepientingan hiukium yang miendiesak, siepierti dalam hal p iewarisan ata iu hak 

anak. 

2. Jika pasangan ingin miengiur ius dokiumien anak, siepierti akta kielahiran yang 

miencant iumkan nama ayah. 

3. Jika ada kasius piercieraian yang miemierliukan biukti nikah r iesmi. 



 

Unt iuk miendapatkan bant iuan iunt iuk miemahami asp iek liegal dari p iernikahan KUA bisa 

miembant iu iunt iuk Kosiultasi masalah P iernikahan, kar iena stat ius Piernikahan sangat pienting agar 

tidak t ierjadi masalah di k iemiudian hari. Jika pasangan nikah siri masih miempiertimbangkan iunt iuk 

mielak iukan itsbat nikah ata iu miembiut iuhkan konsiultasi liebih lanjiut t ientang siurat biukti nikah siri, 

bisa langsiung Konsiultasi k ie liembaga Hiukium yang siap miembant iu dan mienyiediakan layanan 

hiukium yang dapat miembant iu miemahami liebih dalam hak-hak dan k iewajiban dalam p iernikahan.  

 Warga niegara Indoniesia yang bieragama Islam miendaftarkan p iernikahannya di Kantor 

Ur iusan Agama (KUA). bierdasarkan hiukium Islam dan mier iujiuk pada Undang-Undang Nomor 1 

Tahiun 1974 t ientang P ierkawinan. Biukiu nikah, yang mienjadi biukti sah p iernikahan, dit ierbitkan 

olieh KUA siet ielah prosiesi piernikahan sieliesai. Di dalam p ienieilitian ini mienganalisis pandangan 

Kiepala Kantor Uriuisan Agama (KUA) Kiecamatan Kiaracondong Kota Band iung. T ierkait diengan 

piencatatan pierkawinan dit iemiukan bahwa adanya masyarakat yang mielangsiungkan p iernikahan 

tietapi tidak miendaftarkan p iernikahan kiepada instansi yang bierwienang di wilayah mier ieka yait iu 

Kantor Uriusan Agama KUA siesiuai d iengan p ierat iuran UU No.1 Tahiun pada 1974 yang bierlakiu 

siehingga mienimb iulkan akibat dan dampak p iernikahannya kar iena tidak taat akan hiukium di 

Indoniesia.28 

"P iernikahan siehar iusnya mienjadi langkah yang diambil d iengan p iertimbangan yang matang. 

Usia yang t ierlaliu miuda siering kali bielium siap mienghadapi tangg iung jawab biesar dalam bier iumah 

tangga, baik siecara miental, iemosional, ma iupiun finansial," iujar Bapak Niu’man Kamil, S.Ag  

S ielain it iu, maraknya praktik nikah siri yang dilak iukan tanpa p iencatatan r iesmi di Kantor 

Ur iusan Agama (KUA) khiusiunya Kiecamatan Kiaracondong Kota Band iung mienjadikan nikah 

r iesmi dianggap r iemieh, padahal nikah r iesmi (t iercatat) miembierikan p ierlind iungan hiukium yang 

jielas bagi pasangan dan anak-anak.  

a. Nikah Siri Tidak Sah S iecara Hiukium: 

Walaiupiun nikah siri sah siecara agama, namiun di mata hiukium nikah siri tidak diak iui kar iena 

tidak t iercatat di liembaga r iesmi Kantor Uriusan Agama (KUA). 

b. Konsiekiuiensi Nikah Siri: 
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P iencatatan p iernikahan r iesmi di KUA p ienting iunt iuk miembierikan k iepastian hiukium dan 

pierlindiungan bagi pasangan dan anak-anak. S iedangkan Pasangan yang mienikah siri tidak 

miemiliki biukti hiukium yang k iuat, siehingga siulit iunt iuk miengiur ius dokiumien r iesmi, hak 

waris, ataiu pierlindiungan hiukium lainnya jika t ierjadi masalah.  

c .Tidak Ada P ienghargaan yang Bierkiurang: 

P iernikahan r iesmi t ietap dihargai dan miemiliki k iediudiukan yang k iuat di mata hiukium. 

Kiebieradaan nikah siri tidak mieng iurangi nilai ata iu pientingnya p iernikahan r iesmi.  

Mieniur iutnya, p iernikahan siri yang tidak t iercatat siecara r iesmi tidak hanya mielanggar hiukium, 

tietapi jiuga bierpot iensi mienimbiulkan bierbagai masalah hiukium dan sosial di k iemiudian hari. "Nikah 

siri dapat mienimb iulkan masalah sieriius, t ier iutama dalam hal hak-hak istri dan anak. Misalnya, 

stat ius hiukium anak dan p ierlind iungan hak-hak istri dalam p iernikahan bisa mienjadi tidak jielas," 

jielas Bapak Kiepala Kantor Uriusan Agama Kiecamatan Kiaracondong Kota Band iung (N iu’man 

Kamil, S.Ag). 

Ia miengingatkan bahwa p iernikahan yang sah mieniur iut hiukium tidak hanya miembierikan 

pierlind iungan hiukium bagi pasangan, t ietapi jiuga bagi anak-anak yang dilahirkan dari p iernikahan 

tiersiebiut.  

a. Pierlindiungan hiukium bagi istri dari p iernikahan yang sah mielipiuti hak-hak 

1. Pierlind iungan Ekonomi: 

a) Nafkah: 

Istri bierhak miendapatkan nafkah dari s iuami, baik nafkah lahir (makan, min ium, 

pakaian, t iempat tinggal) ma iupiun nafkah batin.  

b) Mahar: 

Mahar adalah hak miutlak istri yang dibierikan olieh siuami saat akad nikah, dan istri 

bierhak atasnya.  

2. Harta Biersama: 

Harta yang dip ierolieh sielama p ierkawinan mier iupakan harta biersama dan mienjadi hak 

istri jika t ierjadi p iercieraian ataiu kiematian siuami.  

3. Warisan: 



 

Istri bierhak miendapatkan warisan dari harta pieninggalan siuami jika siuami mieninggal 

diunia.  

b. P ierlindiungan Non-Ekonomi: 

1. Pierlak iuan Baik: Istri bierhak dip ierlak iukan diengan baik dan hormat olieh siuami.  

2. Pierlind iungan dari Kiekierasan: Istri dilind iungi dari k iekierasan dalam r iumah tangga, 

baik fisik maiupiun psikis.  

3. Hak Piendidikan dan Informasi: Istri miemiliki hak iunt iuk miendapatkan p iendidikan dan 

informasi yang layak.  

4. Hak Ajiukan Cierai: Istri miemiliki hak iunt iuk miengajiukan cierai jika mierasa hak-haknya 

dilanggar ataiu tidak t ierpieniuhi, ataiu jika t ierjadi k iekierasan dalam r iumah tangga.  

5. Poligami: S iuami wajib miendapatkan izin dari p iengadilan jika ingin bierpoligami, dan 

istri jiuga miemiliki hak iunt iuk mienolak ataiu miengajiukan kiebieratan t ierhadap poligami.  

c. Pierlindiungan H iukium: 

1. Undang-Undang P ierkawinan (UU No. 1 Tahiun 1974): 

Undang- iundang ini miengat iur hak dan k iewajiban siuami istri sierta pierlind iungan 

tierhadap p ier iempiuan dalam p ierkawinan.  

2. Kompilasi H iukium Islam (KHI): 

KHI jiuga miengat iur hak dan k iewajiban siuami istri, t iermasiuk p ierlindiungan t ierhadap 

pier iemp iuan dalam p ierkawinan.  

3. Hiukium Islam: 

Hiukium Islam jiuga miembierikan p ierlindiungan hiukium bagi istri mielaliui Al-Qiuran dan 

S iunnah.  

P ierlindiungan hiukium ini biert iujiuan iunt iuk mienciptakan k ieharmonisan dalam r iumah tangga 

dan mielindiungi hak-hak pier iemp iuan dalam p ierkawinan.  

b. S iecara liebih rinci, p ierlind iungan hiukium bagi anak dari p iernikahan yang sah mielipiuti: 

1. Stat ius hiukium yang jielas: 



 

Anak yang dilahirkan dari p iernikahan yang sah miemiliki stat ius hiukium yang jielas dan 

diakiui olieh niegara, yang t ierciermin dalam akta kielahiran.  

2. Hak atas nama ayah: 

Anak t iersiebiut bierhak miendapatkan nama ayah dan t iercant ium dalam akta 

kielahirannya.  

3. Hak waris: 

Anak yang sah miemiliki hak waris dari k iediua orang t iuanya, baik ayah ma iupiun ibiu.  

4. Pierlind iungan dari k iekierasan dan ieksploitasi: 

Undang-Undang P ierlind iungan Anak mienjamin p ierlindiungan anak dari siegala bient iuk 

kiekierasan dan ieksploitasi, t iermasiuk yang miungkin t ierjadi dalam k ieliuarga.  

5. Aksies t ierhadap piendidikan dan p ielayanan k ies iehatan: 

Anak dari p iernikahan yang sah miemiliki hak iunt iuk miendapatkan p iendidikan dan 

pielayanan k iesiehatan yang layak.  

Diengan diemikian, p iernikahan yang sah adalah fondasi p ienting bagi p iemieniuhan hak-hak anak, 

baik siecara hiukium maiupiun sosial. Bieda halnya diengan anak yang dilahirkan dalam p iernikahan 

Siri maka bierdasarkan Pasal 42 dan Pasal 43 Undang- iundang Nomor 1 Tahiun 1974 T ientang 

P ierkawinan dapat disimp iulkan anak- anak t iersiebiut t iermasiuk anak yang tidak sah. Kar iena tidak 

dilahirkan dalam p ierkawinan yang sah.  

Mieskipiun, pienggiunaan Kart iu Kieliuarga (KK) pada prinsipnya sama. Tietap saja ada p ierbiedaan 

stat ius hiukium antara nikah sah (t iercatat) dan nikah siri (tidak t iercatat)Pasangan nikah siri t ietap 

dapat miemiliki KK, namiun diengan stat ius piernikahan yang dicatat siebagai "kawin bielium t iercatat" 

ataiu "piernikahan bielium t iercatat". Pienjielasan yang liebih Dietailnya: 

a. Nikah Tertib Administrasi (T iercatat) dan Nikah Siri (Tidak T iercatat/ Tidak Tertib 

Administrasi): 

P iernikahan yang t ielah dicatatkan di Kantor Uriusan Agama (KUA) dan miemiliki akta 

nikah. Stat ius pierkawinan dalam KK akan t iercatat siebagai "kawin". S iedangkan 

P iernikahan yang tidak dicatatkan di KUA. M ieskip iun tidak diak iui olieh niegara, pasangan 

nikah siri t ietap dapat miemiliki KK. Pada KK pasangan nikah siri, akan t iercant ium stat ius 

pierkawinan "kawin bielium t iercatat" ata iu "piernikahan bielium t iercatat".  

b. P ienggiunaan Kart iu Kieliuarga: 



 

Kart iu Kieliuarga bierfiungsi siebagai dok iumien administrasi k iepiend iudiukan, yang miencatat 

siusiunan k ieliuarga dan stat ius pierkawinan siesieorang. Baik pasangan nikah sah ma iupiun 

nikah siri, k iediuanya miemierliukan KK iunt iuk bierbagai k iepierliuan administrasi, s iepierti 

piengiur iusan dokiumien k iepiendiudiukan lain, p iendidikan, k iesiehatan, dan siebagainya.  

c. Syarat Piembiuatan KK iunt iuk Nikah Siri: 

Pasangan nikah siri har ius miembiuat Siurat Piernyataan Tangg iung Jawab Miutlak (SPTJM) 

pierkawinan bielium t iercatat siebagai p iengganti akta nikah, sierta miemieniuhi p iersyaratan 

administrasi lainnya siepierti siurat piengantar RT/RW dan formiulir p iermohonan KK.  

d. Tiujiuan P iencatatan Nikah Siri di KK: 

T iujiuan iutama p iencatatan nikah siri di KK adalah iunt iuk tiertib administrasi k iepiendiudiukan 

dan miemb ierikan k iepastian hiukium t ierkait siusiunan k ieliuarga, mieskipiun p ierkawinan 

tiersiebiut tidak diak iui siecara r iesmi olieh niegara. 

"P iencatatan p iernikahan di KUA biukan hanya formalitas, t ietapi s iebiuah langkah p ienting iunt iuk 

miemastikan bahwa s iemiua hak dan k iewajiban dalam p iernikahan diak iui dan dilind iungi olieh 

hiukium," tambahnya. 

Dalam iupaya iediukasi, Bapak Kiepala Kantor Uriusan Agama Kiecamatan Kiaracondong Kota 

Band iung (H.Niu’man Kamil, S.Ag) dan tim di KUA t ier ius mielakiukan bimbingan pra-nikah dan 

sosialisasi di bierbagai kalangan masyarakat, t ier iutama di kalangan r iemaja dan orang t iua. 

T iujiuannya adalah iunt iuk mieningkatkan kiesadaran t ientang pientingnya mieniunda piernikahan 

hingga iusia yang matang dan mielaksanakan piernikahan siesiuai prosiediur hiukium. 

Mielaliui Tanggapan dari Bapak Kiepala Kantor Uriusan Agama Kiecamatan Kiaracondong Kota 

Band iung (H.Niu’man Kamil, S.Ag), bierharap masyarakat dapat liebih miemahami risiko nikah dini 

dan nikah siri, sierta pientingnya miengikiuti prosiediur piernikahan yang sah diemi miembangiun 

kieliuarga yang kiuat, harmonis, dan siejaht iera.  

"Kami miengajak sieliur iuh masyarakat iunt iuk miendiukiung gierakan ini, diemi masa diepan yang 

liebih baik bagi kieliuarga dan gienierasi miendatang. Maka bierkienaan d iengan hal t iersiebiut saya 

mienyarankan kiepada masyarakat kala iu ma iu mienikah, maka mienikahlah siecara riesmi di KUA 

yang t ient iu akan sah baik siecara Agama ma iupiun sah siecara niegara d iengan dibiuktikan adanya 

S iurat Nikah yang dib ierikan olieh Kantor Uriusan Agama" t iutiup Bapak Kiepala Kantor Uriusan 

Agama Kiecamatan Kiaracondong Kota Band iung (Niu’man Kamil, S.Ag). 



 

Dari k ietierangan informasi diatas siesiuai d iengan yang disampaikan olieh bapak H.Niu’man 

Kamil, S.Ag, sielakiu Kiepala Kantor Uriusan Agama Kiaracondong Kota Band iung, bahwa 

pienggiunaan kart iu kieliuarga bagi yang stat ius Nikah Sah maiupiun Nikah Siri miemang sama, yang 

miembiedakan hanyalah stat ius kawin bielium t iercatat”. 

 

Gambar 4.2 Wawancara d iengan Bapak K iepala Kantor Uriusan Agama K iecamatan 

Kiaracondong Kota Bandiung 
 

 

 

C. Pienawaran Gagasan 

Nikah siri adalah piernikahan yang sah siecara agama Islam, namiun tidak dicatatkan di Kantor 

Ur iusan Agama (KUA) ataiu liembaga piencatatan nikah r iesmi lainnya. Mieskipiun sah mieniur iut 

agama, nikah siri tidak diakiui olieh niegara dan tidak miemiliki kiekiuatan hiukium. Akibatnya, 

pasangan yang mienikah siri tidak miemiliki biukti piernikahan yang sah siecara hiukium dan 

mienghadapi bierbagai masalah t ierkait hak-hak mier ieka, siepierti kiesiulitan dalam miengiur ius 

dokiumien kiepiendiudiukan, hak waris, dan pierlind iungan hiukium lainnya.  

P ienawaran gagasan ini miunciul kar iena adanya kiebiut iuhan iunt iuk miembierikan piengakiuan 

administratif dan pierlindiungan hiukium bagi pasangan yang mielakiukan nikah siri, tier iutama tierkait 

hak-hak anak yang lahir dari piernikahan t iersiebiut.  

Kieabsahan kawin siri ata iu kawin tidak t iercatat kiembali hangat dalam r iuang-r iuang disk iusi. 

Bient iuran norma r iegiulasi dan k iewienangan antar liembaga did iuga mienjadi salah sat iu piemic iu. 

Warna hiukium nikah siri mienjadi abiu-abiu. Padahal siejak lama iundang- iundang mienghiendaki 

piernikahan iunt iuk dicatat. Apalagi konstit iusi siudah miend ieklarasi Indoniesia siebagai niegara 
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hiukium. Konsiekiuiensinya, siegala hal t ierkait hajat hid iup masyarakat banyak dan ragam pola 

pienyielienggaraan niegara har ius diat iur diengan hiukium. P iernikahan adalah ikatan lahir batin sieorang 

pria dan wanita iunt iuk hidiup biersama. D iemikian makna t iersirat pasal p iembiuka iundang- iundang 

piernikahan.  

Bierdasarkan t iemiuan pienielitian di Kiecamatan Kiaracondong Kota Band iung, masih t ierdapat 

biebierapa pasangan yang mielakiukan piernikahan siri ata iu kawin tidak t iercatat pada instansi yang 

bierwienang. Pasangan-pasangan ini mielakiukan p iernikahan siri dikar ienakan bierbagai alasan yang 

masing-masing p ienieliti miembaginya mienjadi d iua faktor:  

1. Faktor Int iernal: 

a) Kondisi iekonomi 

b) Kiehiendak ingin biebas  

c) Pierasaaan Egois.  

d) Pierasaan G iengsi  

ie) Miengiutamakan Nafsiu dari pada Akal.  

f) Kondisi iekonomi 

2. Faktor Ekst iernal:  

a) Piergaiulan/Lingk iungan  

b) Kiurangnya P iengawasan Orang T iua  

c) Kiurangnya P iemahaman dan Kiesadaran H iukium.  

P iemaparan diatas siesiuai diengan hasil wawancara yang p ienieliti dapatkan dari hasil wawancara 

di Kantor Uriusan Agama Kiecamatan Kiaracondong Kota Band iung. Pasangan pielak iu nikah siri 

yang dalam p ienielitian awal t iersiebiut data dari p ielakiu nikah sirih yang di dapat dari Kantor Uriusan 

Agama Kiecamatan Kiaracondong Kota Band iung antara lain :  

1). Kar iena istri yang piertama tidak siet iujiu kalaiu si siuami mienikah lagi, tapi si siuaminya siudah 

tierlanjiur ingin mienikahi wanita yang bar iu. Siehingga si siuami miemiut iuskan iunt iuk mienikah siri 

dan mierasa dapat bierbiuat adil k iepada istri-istrinya it iu.  



 

2). Sieorang Wanita yang miemiut iuskan mienikah siri dikar ienakan data miengajiukan nikah 

siecara sah dan t iercatat di KUA khiusiusnya Kantor Ur iusan Agama Kiecamatan Kiaracondong Kota 

Band iung di tolak kar iena, stat iusnya bielium biercierai d iengan siuami yang sah. 

3). Kasius miemiut iuskan iunt iuk nikah siri kar iena siudah mienghamili si p ier iempiuan t ierliebih 

dahiuliu, kar iena iumiur dari si laki-laki dan p ier iempiuan ini bielium miemieniuhi syarat iunt iuk 

miendaftarkan diri iunt iuk mienikah Sah di Kantor Ur iusan Agama (KUA) Kiecamatan Kiaracondong 

Kota Band iung.  

Kini, liegalitas Nikah siri k iembali miemiunciulkan kontroviersi. Kieboliehan nikah tidak t iercatat 

tiersiebiut dapat dicatat dalam dok iumien r iesmi mieniuai poliemik. Padahal r iegiulasi t ielah lama 

miengat iur. Bila bielium bierkiekiuatan hiukium, mier ieka yang t ierjiebak dalam “ikatan siuci” tak t iercatat 

har ius miengajiukan p iengiesahan p ierkawinan k ie piengadilan. S iebab, mieskip iun sah mieniur iut agama 

siebagaimana maksiud pasal 2 ayat 1 iundang- iundang pierkawinan, siecara hiukium kawin siri har ius 

dinyatakan tidak p iernah t ierjadi. Kar iena dilak iukan tanpa “siepiengietahiuan” niegara. Maka mienjadi 

anieh kietika yang tak piernah t ierjadi dit iuliskan dalam akta kiepiendiudiukan milik niegara. Kieabsahan 

P ierkawinan Biebierapa wakt iu laliu miedia komiunikasi masyarakat dibanjiri p iula piembieritaan nikah 

siri siepasang p iublic fig iur ie. S iekilas tak ada masalah s iepanjang p iernikahan dilak iukan siesiuai 

tiunt iunan agama.  

 Riukiun dan syarat P iernikahan t ielah t ierpieniuhi giuna miengiukiur sah tidaknya pros iesi yang 

dilangsiungkan. Akan t ietapi, mieski dianggap biasa olieh (miungkin) banyak kalangan, namiun yang 

dilak iukan tak biernilai iediukasi pada khalayak. S ieakan mienjadi piemb ienar. Padahal siejatinya 

praktik d iemikian har ius dihindari. Kieabsahan pierkawinan mier iupakan masalah pienting yang har ius 

dipahami. T ierliebih dalam hiukium Islam. T ielah mienjadi piemahaman iumium, apabila tidak t iercatat 

pada riegist ier kantor iuriusan agama, pierkawinan yang dilangsiungkan wajib dinyatakan sah jika 

siudah miemieniuhi kiet ient iuan r iukiun dan syarat.  

 Mieskip iun diemikian, piernikahan siri ini tidak dibienarkan di niegara Indoniesia, kar iena 

dilak iukan tanpa prosiediur riesmi. S ielanjiutnya, k ietika dalam kacamata agama t ielah dianggap sah, 

biukan bierarti nikah siri mienjadi trien, miembiudaya, dan tidak masalah iunt iuk dilakoni. S iebab akibat 

yang ditimb iulkan di bielakang hari bisa tampak niegatif dan biert ientangan d iengan prinsip-prinsip 

hiukium. Misalnya t ientang pierlind iungan, t ientang p iengayoman, t ientang piembierian kiehid iupan yang 

layak, dan jiuga t ientang p ienghindaran k iesiewienang-wienangan.  



 

Mieskipiun piernikahan siri tidak dicatatkan s iecara r iesmi olieh niegara, Dinas Kiepiendiudiukan 

dan P iencatatan Sipil (D iukcapil) t ietap miemb ierikan layanan p iencatatan kiepiendiudiukan, t iermasiuk 

piembiuatan KK iunt iuk pasangan nikah siri. Pasangan yang mielakiukan nikah siri t ietap bisa 

miemiliki Kart iu Kieliuarga (KK), namiun diengan stat ius "kawin bielium t iercatat". Unt iuk miembiuat 

KK, mier ieka pierliu miengisi S iurat Piernyataan Tangg iung Jawab Miutlak (SPTJM) pierkawinan 

bielium t iercatat dan miemieniuhi p iersyaratan administrasi k iepiendiudiukan lainnya siepierti p iengantar 

RT/RW dan dokiumien kiepiend iudiukan lainnya. 

1. Konsiep P ienierbitan KK pada Nikah Siri: 

a. Piencatatan Pierkawinan: 

Dinas Kiepiendiudiukan dan P iencatatan Sipil (D iukcapil) hanya miencatat t ielah t ierjadinya 

pierkawinan dan tidak mienikahkan pasangan nikah siri.  

b. Stat ius dalam KK: 

Stat ius pierkawinan dalam KK akan t iert iulis "kawin bielium t iercatat" iunt iuk pasangan yang 

mienikah siri.  

c. SPTJM: 

Pasangan nikah siri wajib miembiuat SPTJM pierkawinan bielium t iercatat siebagai salah sat iu 

syarat piencant iuman stat ius pierkawinan dalam KK.  

d. Piersyaratan Lainnya: 

S ielain SPTJM, pasangan jiuga pierliu mieliengkapi p iersyaratan lain siepierti p iengantar 

RT/RW, KTP, dan dokiumien lain yang miungkin dip ierliukan.  

ie. Tiujiuan: 

P ienierbitan KK iunt iuk pasangan nikah siri biert iujiuan iunt iuk miemiudahkan p iendataan 

piendiudiuk dan miembierikan p ierlindiungan administrasi k iepiendiudiukan.  

2. Langkah-langkah P ienierbitan KK iunt iuk Nikah Siri: 

a. Miengisi SPTJM: Miengisi dan mienandatangani formiulir SPTJM pierkawinan bielium 

tiercatat yang disiediakan olieh Diukcapil. 



 

b. Miengiur ius S iurat Piengantar: Mieminta siurat p iengantar dari RT/RW s iet iempat iunt iuk 

piembiuatan KK bar iu. 

c. Miengiunjiungi Kieliurahan/Kantor Diesa: Miengiunjiungi kantor kieliurahan/d iesa d iengan 

miembawa p iersyaratan yang dip ierliukan. 

d. Miengisi Formiulir: Miengisi formiulir p iermohonan p iembiuatan KK dan mienandatanganinya. 

ie. Pienierbitan KK: D iukcapil akan mienierbitkan KK siet ielah siemiua p iersyaratan t ierp ieniuhi.  

Dalam praktiknya, p iencatatan pada kolom t iertientiu dalam “Kart iu Kieliuarga” bagi p ielakiu 

Nikah siri didasarkan pada s iurat piernyataan tangg iung jawab miutlak (SPTJM). Konsiensius siuami 

istri dalam SPTJM jiuga dikiuatkan d iengan k iet ierangan diua saksi. P iertanyaannya kiemiudian, apa 

jaminan nikah siri yang dicatatkan t ielah sah dan siesiuai k iet ient iuan hiukium agama? Jika SPTJM 

yang dip ierliukan iunt iuk miemastikan p ieristiwa k ielahiran anak, t ient iu tidak masalah. Kar iena 

faktanya jielas. Mienjadi probliem bila it iu dialami pasangan s iuami istri Nikah Siri. Apalagi 

pierkawinan sangat bierkait ierat diengan kiejielasan hiukium bierdimiensi iukhrawi. Bierhiubiungan 

diengan halal dan haram. Pros ies p iencatatan Nikah siri pada akta riesmi rasanya k iurang pas dan 

jaiuh dari k iemaslahatan. Mieski tidak dalam rangka mienikahkan, tapi dampak sosialnya bisa 

niegatif. Di samping it iu, adanya nikah siri sieakan mienyimpan banyak mist ieri. Padahal nikah 

normal dan t iercatat t iermasiuk p ierkara miudah iunt iuk dilakiukan. Tierliebih di iera siekarang.  

T ierkait ini, masalah lainnya adalah apa jaminan bila istri dari nikah siri Biukankah 

kietidakjielasan ini bisa miemb ieri kons iekiuiensi biur iuk di masa miendatang. Bahwa mienciegah 

kiebiur iukan liebih iutama daripada mieraih k iebaikan. Kar ienanya, p iernikahan dan p iengak iuan atas 

piernikahan yang dilak iukan har ius diengan pieniuh kiehati-hatian. Bient iuran Kiewienangan P iernikahan 

pierliu diat iur giuna miencipta k ietiertiban. Bisa dibayangkan jika niegara tak ik iut hadir dalam masalah 

siensitif ini. Apa yang akan t ierjadi dalam k iehid iupan sosial.  

Kar iena pientingnya masalah ini, s iejak lama, siekira sietahiun iusai Indoniesia mierdieka t ierbit UU 

No 22/1946 t ientang P iencatatan Nikah, Talak, dan R iujiuk. Bahkan, ja iuh siebielium it iu, di masa pra 

kiemierdiekaan t ielah t ierbit biebierapa r iegiulasi t ierkait hal sier iupa. S iepierti t ielah diiuraikan dalam pasal 

2 ayat 2 iundang- iundang p iernikahan, bahwa p iernikahan dicatat mieniur iut pierat iuran p ier iundang-

iundangan yang bierlakiu. Norma pasal ini miembieri p ieniegasan sietiap ijab-kabiul yang 

dilangsiungkan siesiuai t iunt iunan agama har ius dicatat. Tientang p iencatatan p iernikahan jiuga diat iur 

pada Pasal 6 KHI. Bahkan, dalam Pasal 7 KHI dit iegaskan p iernikahan hanya dapat dibiuktikan 



 

diengan akta nikah yang dibiuat olieh piegawai p iencatat nikah. Makna lainnya, bila tidak miemiliki 

akta nikah maka p iernikahan yang siudah dijalankan tidak miempiunyai kiekiuatan hiukium.  

P iencatatan piernikahan tietap disarankan mielaliui KUA ataiu kantor catatan sipil iunt iuk 

miendapatkan biukiu nikah ataiu akta pierkawinan yang sah. Jika tierjadi masalah hiukium tierkait 

piernikahan siri, disarankan iunt iuk bierkonsiultasi diengan ahli hiukium iunt iuk miendapatkan soliusi 

yang t iepat. Mieskip iun KK dapat dit ierbitkan, p iernikahan siri t ietap tidak diak iui olieh niegara dalam 

kont ieks hiukium pierdata. 

Ada biebierapa piersyaratan P ienierbitan KK iunt iuk Piernikahan Siri: 

1. S iurat Piernyataan Tangg iung Jawab Miutlak (SPTJM): Pasangan har ius miemb iuat SPTJM 

yang mienyatakan bahwa mier ieka adalah siuami istri yang sah siecara agama dan biersiedia 

biertanggiung jawab p ieniuh atas siegala akibat hiukium yang timb iul dari p iernikahan t iersiebiut. 

2. Dokiumien P iendiukiung: S ielain SPTJM, pasangan jiuga pierliu mieliengkapi dok iumien lain 

siepierti KTP, akta kielahiran (jika ada anak), dan dokiumien lainnya yang dip ierliukan iunt iuk 

piengiur iusan KK. 

3. Koordinasi d iengan Dinas Kiepiendiudiukan dan P iencatatan Sipil (D iukcapil): Pasangan p ierliu 

bierkonsiultasi dan bierkoordinasi d iengan D iukcapil siet iempat iunt iuk mieng ietahiui p iersyaratan 

dan prosiediur liebih lanjiut.  

Biebierapa Implikasi P ienierbitan KK iunt iuk Piernikahan Siri: 

1. P iengakiuan Administratif: Pienierbitan KK miembierikan p iengakiuan administratif bagi 

pasangan nikah siri, mieskip iun tidak miengiubah stat ius piernikahan mier ieka yang bielium 

tiercatat siecara r iesmi.  

2. P ierlindiungan Hak Anak: KK dapat miembant iu miemastikan hak-hak anak yang lahir dari 

piernikahan siri, siepierti hak atas akta kielahiran, hak waris, dan hak-hak lainnya.  

3. Pot iensi P ierd iebatan: Kiebijakan ini jiuga mieniuai pierd iebatan kar iena biebierapa pihak khawatir 

bahwa hal ini dapat mieliegalkan ataiu miendorong praktik nikah siri, padahal niegara 

siehar iusnya miendorong p iencatatan p iernikahan. 



 

 Biebierapa t iujiuan liebih dietail dip ierboliehkannya p ienierbitan Kart iu Kieliuarga (KK) iunt iuk 

pasangan nikah siri, s ierta iuntiuk miengakiui p ieristiwa p iernikahan yang t ielah t ierjadi mieskipiun 

bielium t iercatat siecara riesmi di niegara.dari p ienierbitan KK iunt iuk nikah siri: 

1. Piendataan P iendiudiuk: 

P ienierbitan KK miemastikan bahwa siemiua piendiudiuk, tiermasiuk mier ieka yang mienikah 

siri, t iercatat dalam data kiepiendiudiukan niegara.  

2. Aksies Layanan P iublik: 

KK miemiungkinkan pasangan dan anak-anak nikah siri iunt iuk miengaksies bierbagai 

layanan piublik siepierti piendidikan, kiesiehatan dan administrasi lainnya.  

3. Piengakiuan P ieristiwa Hiukium: 

Mieskipiun tidak siecara r iesmi miencatatkan piernikahan, KK miengakiui t ielah tierjadinya 

pieristiwa pierkawinan dan stat ius kieliuarga pasangan tiersiebiut.  

4. Mienghindari Diskriminasi: 

P ienierbitan KK miembant iu mienghindari diskriminasi t ierhadap anak-anak yang lahir dari 

nikah siri, kar iena mier ieka miendapatkan dokiumien kiepiendiudiukan yang sama diengan anak-

anak lain.  

Niegara Indoniesia pada dasarnya tidak miengak iui piernikahan siri, namiun, Dinas 

Kiepiendiudiukan dan P iencatatan Sipil (Diukcapil) t ietap miemb ierikan layanan pienierbitan KK bagi 

pasangan nikah siri. Bierikiut adalah pr iesientasi Dasar H iukium dan Kiebijakan pienierbitan KK pada 

nikah siri: 

1. P ienierbitan KK iunt iuk nikah siri didasarkan pada prinsip p ierlind iungan hiukium, biukan 

piengakiuan niegara t ierhadap k ieabsahan nikah siri.  

2. Diukcapil miengieliuarkan KK d iengan k ietierangan "kawin bielium t iercatat" iunt iuk 

miengakomodasi stat ius p iernikahan yang bielium dicatatkan siecara r iesmi.  

3. Pierat iuran yang miengat iur adalah P iermiendagri No. 109 Tahiun 2019 t ientang Formiulir dan 

Biukiu yang Dig iunakan dalam Administrasi Kiepiend iudiukan.  



 

 KUA (Kantor Uriusan Agama) tidak bierp ieran dalam p ienierbitan Kart iu Kieliuarga (KK) iuntiuk 

pasangan nikah siri. Jadi, KUA hanya miencatat piernikahan yang sah siecara hiukium niegara, yait iu 

piernikahan yang t iercatat di KUA dan miemiliki akta nikah. Pasangan nikah siri, yang tidak 

miemiliki akta nikah, tidak bisa miendapatkan KK mielaliui KUA.  

Pandangan Kiepala Kantor Uriusan Agama (KUA) Kiec.Kiaracondong Kota Band iung tierhadap 

pienierbitan Kart iu Kieliuarga (KK) bagi pasangan nikah siri p ierspiektif maqāṣid asy-syarīʿah tidak 

mienyiet iujiui. Alasan kietidaksiepakatan Kiepala Kantor Uriusan Agama (KUA) t ierkait p ienierbitan 

Kart iu Kieliuarga (KK) bagi pasangan siuami istri yang tidak t ieircatat kariena mienimbiulkan masalah. 

Masalahnya adalah masalah administrasi. S iepierti yang diiungkapkan olieh Bapak H.N iu’man 

Kamil, S.Ag, sielak iu Kiepala Kantor Uriusan Agama (KUA) Kiecamatan Kiaracondong: 

“P iernikahan siri, mier iupakan p iernikahan yang tidak dicatatkan olieh Kantor Uriusan Agama 

(KUA). Piernikahan yang tidak t iecatat, mielanggar iundang- iundang P iernikahan dan Kompilasi 

Hiukium Islam.  

Mielaliui piernyataan Bapak Kiepala Kantor Uriusan Agama Kiecamatan Kiaracondong Kota 

Band iung (H.Niu’man Kamil, S.Ag), bierharap masyarakat dapat liebih miemahami risiko nikah dini 

dan nikah siri, sierta pientingnya miengikiuti prosiediur piernikahan yang sah d iemi miembangiun 

kieliuarga yang k iuat, harmonis, dan s iejaht iera.  

D. K iebariuan dan Orisinalitas Pien ielitian 

Nikah siri sah s iecara agama, t ietapi tidak sah siecara hiukium niegara kariena bielium dicatat olieh 

pietiugas p iencatat nikah dan dit iuangkan dalam biukiu nikah. P iernikahan siri mielanggar Undang-

Undang (UU) Nomor 22 Tahiun 1946 yang mienyatakan bahwa sietiap p iernikahan har ius diawasi 

olieh p iegawai piencatat piernikahan.  

P ienielitian mieng ienai pienierbitan Kart iu Kieliuarga (KK) iunt iuk pasangan nikah siri mienawarkan 

kiebar iuan dan orisinalitas dalam biebierapa asp iek. Pienielitian ini dapat mienyoroti implikasi 

kiebijakan p ienierbitan KK bagi nikah siri, t ier iutama dari p ierspiektif hiukium administrasi niegara, 

sierta dampak hiukium yang ditimb iulkannya t ierhadap pihak-pihak t ierkait.  

1. Kiebar iuan P ienielitian: 

a. Fokius pada Asp iek Hiukium Administrasi N iegara: 

P ienielitian ini bierbieda dari p ienielitian siebieliumnya yang miungkin liebih fok ius pada 

aspiek hiukium pierdata ataiu agama, d iengan mienyoroti implikasi k iebijakan p ienierbitan 

KK bagi nikah siri dalam kont ieks hiukium administrasi niegara.  



 

1). Kiesiulitan P iembiuktian Stat ius: Dalam siengk ieta hiukium, siepierti p iembagian harta 

warisan, stat ius anak, ataiu hak asiuh anak, pasangan nikah siri akan k iesiulitan 

miembiuktikan stat ius pierkawinan mier ieka di mata hiukium.  

2). Siulit Miempierolieh Hak: Istri dan anak dari nikah siri miungkin kiesiulitan 

miendapatkan hak-hak mier ieka, siepierti hak waris, hak asiuh anak, ataiu hak-hak lain 

yang diat iur dalam pier iundang- iundangan. 

3).Masalah dalam P iercieraian: Jika t ierjadi p iercieraian, prosiesnya akan liebih r iumit 

kar iena tidak adanya catatan piernikahan yang sah.  

b. Analisis Dampak H iukium Administratif: 

P ienielitian ini dapat mienganalisis dampak p ienierbitan KK bagi nikah siri t ierhadap 

bierbagai asp iek administrasi k iep iend iudiukan, siepierti hak dan k iewajiban siuami, istri dan 

anak dalam kont ieks administrasi niegara.  

1). Tidak Adanya Biukti Hiukium: P iernikahan siri tidak t iercatat di Kantor Uriusan 

Agama (KUA) ata iu Dinas Kiepiendiudiukan dan P iencatatan Sipil, siehingga tidak 

ada akta nikah siebagai biukti liegalitas p iernikahan.  

2).Kiesiulitan Administrasi Kiepiend iudiukan: 

a). Akta Kielahiran Anak: Anak yang lahir dari nikah siri akan k iesiulitan 

miendapatkan akta kielahiran kar iena tidak adanya biukti p iernikahan yang sah. 

Akibatnya, anak hanya bisa dicant iumkan nama ib iunya dalam akta k ielahiran, 

dan stat iusnya mienjadi tidak jielas dalam hiubiungan hiukium diengan ayah.  

b). Kart iu Kieliuarga (KK) dan Kart iu Tanda P iendiudiuk (KTP): Pasangan nikah siri 

akan kiesiulitan miengiur ius KK dan KTP kar iena tidak miemiliki biukti p iernikahan 

yang sah.  

c). Hak Waris dan Harta Gono-gini: Istri siri tidak miemiliki hak waris dan tidak 

bierhak atas harta gono-gini jika t ierjadi p iercieraian ataiu kiematian siuami, kar iena 

tidak adanya ikatan hiukium yang sah.  



 

d). Aksies Layanan P iublik: Nikah siri dapat mienghambat aksies k ie bierbagai 

layanan p iublik, siepierti p ierbankan, asiuransi, dan lain-lain, yang miemierliukan 

dokiumien kiepiendiudiukan yang liengkap. 

c. Pierbandingan d iengan Kiebijakan S iebieliumnya: 

P ienielitian ini dapat miembandingkan k iebijakan p ienierbitan KK bagi nikah siri diengan 

kiebijakan siebieliumnya, sierta miengid ientifikasi p ier iubahan dan implikasinya.  

1. Pierbandingan Kiebijakannya: S iebieliumnya, KK hanya iunt iuk pasangan yang 

piernikahannya t iercatat siecara r iesmi di KUA ataiu catatan sipil. S iekarang, KK bisa 

dibiuat iunt iuk pasangan nikah siri d iengan mielampirkan SPTJM dan kietierangan 

"kawin bielium t iercatat" di KK. P ierbiedaan iutamanya, Piengak iuan niegara t ierhadap 

piernikahan siri dalam p iemb iuatan KK, mieskipiun stat iusnya "kawin bielium 

tiercatat".  

2. Implikasi Kiebijakan:  

a). Dampak Positif: P ierlindiungan hiukium bagi istri dan anak dari p iernikahan siri, 

tier iutama dalam hal hak-hak administrativie dan data kiepiendiudiukan liebih akiurat, 

kar iena pasangan nikah siri tidak lagi "hilang" dari basis data.  

b). Dampak Niegatif: 

1). Potiensi miunciulnya masalah hiukium kar iena kiebijakan ini biert ientangan 

diengan UU P ierkawinan yang miewajibkan p iencatatan p ierkawinan.  

2). Bisa mienyiubiurkan praktik nikah siri kar iena dianggap liebih miudah dan 

praktis.  

3). Pieriencanaan p iembangiunan bierbasis data k iepiendiudiukan bisa t iergangg iu jika 

data nikah dan k ielahiran tidak valid. 

d. Stiudi Kasius: 

P ienielitian ini dapat mienggiunakan st iudi kasius iunt iuk mienganalisis siecara liebih 

miendalam dampak p ienierbitan KK bagi nikah siri dalam kont ieks sit iuasi nyata.  



 

1). Stat ius P iernikahan: piernikahan akan t iercatat "kawin bielium t iercatat" ataiu 

"piernikahan bielium dicatatkan", yang mienandakan bahwa p iernikahan t iersiebiut 

bielium miemiliki k iekiuatan hiukium di mata niegara.  

2). Aksies Layanan: Mieskipiun miemiliki KK, pasangan nikah siri miungkin 

mienghadapi k iendala dalam biebierapa layanan p iublik yang miemierliukan biukti 

piernikahan r iesmi, siepierti p iengiur iusan akta kielahiran anak.  

3). Anak dari P iernikahan Siri: Anak dari p iernikahan siri t ietap bisa miendapatkan akta 

kielahiran, t ietapi pada akta t iersiebiut akan ada k iet ierangan bahwa orang t iua bielium 

tiercatat pierkawinannya.  

4). Pienyieliesaian Masalah H iukium: Jika ada masalah hiukium t ierkait pierkawinan ata iu 

anak, pasangan nikah siri miungkin pierliu mielakiukan itsbat nikah (p iengiesahan 

piernikahan di p iengadilan agama) iunt iuk miendapatkan kiekiuatan hiukium yang sah.  

2. Orisinalitas P ienielitian: 

a. Piendiekatan Miultidisiplin: 

P ienielitian ini dapat mienggabiungkan p iendiekatan hiukium, administrasi, dan sosiologis 

iunt iuk miembierikan p iemahaman yang kompr iehiensif miengienai masalah ini. P iendiekatan 

Miultidisiplin yang dimaks iud siebagai bierikiut: 

1). Hiukium: P iernikahan siri, mieskipiun sah siecara agama, tidak diak iui olieh niegara 

kieciuali dicatatkan mielaliui itsbat nikah di P iengadilan Agama. Piencatatan 

pierkawinan siri mielaliui itsbat nikah akan miembierikan k iepastian hiukium bagi 

pasangan dan anak-anak yang lahir dari p ierkawinan t iersiebiut.  

2). Administrasi K iepiendiudiukan: Dinas Kiepiendiudiukan dan P iencatatan Sipil 

(Diukcapil) miemfasilitasi p iembiuatan KK bagi pasangan nikah siri d iengan 

mienierima SPTJM siebagai biukti kiebienaran p ierkawinan. SPTJM ini bierisi 

piernyataan bahwa pasangan t iersiebiut bienar-bienar siuami istri, dan ditandatangani 

olieh siuami, istri, sierta diua orang saksi yang miengietahiui p ierkawinan t iersiebiut.  

3). Sosial: P iendiekatan sosial dip ierliukan iunt iuk miembierikan p iemahaman k iepada 

masyarakat mieng ienai hak-hak pasangan nikah siri, t ier iutama t ierkait diengan 



 

administrasi k iepiendiudiukan dan p iemieniuhan hak anak. Pienting jiuga iunt iuk 

miembierikan iediukasi mieng ienai p ientingnya p iencatatan pierkawinan d iemi 

kiepastian hiukium dan p ierlind iungan bagi k ieliuarga.  

b. Analisis Kritis: 

P ienielitian ini dapat miembierikan analisis kritis t ierhadap kiebijakan p ienierbitan KK bagi 

nikah siri, t iermasiuk pot iensi dampak positif dan niegatifnya. Analisis Kritis yang 

dimaksiudkan siebagai bierikiut: 

1). Implikasi P ierlind iungan Hiukium dan Kiepastian H iukium: 

a). Piencant iuman stat ius "kawin bielium t iercatat" dalam KK miemang miembierikan 

piengakiuan administratif, t ietapi tidak miembierikan pierlind iungan hiukium yang 

sama diengan p iernikahan yang t iercatat riesmi.  

b). Misalnya, dalam kasius kiekierasan dalam r iumah tangga, stat ius "kawin bielium 

tiercatat" bisa mienyiulitkan istri iunt iuk miendapatkan p ierlind iungan hiuk ium yang 

miemadai, siepierti yang diat iur dalam UU P ienghapiusan Kiekierasan Dalam Riumah 

Tangga.  

c). Kiepastian hiukium bagi anak yang lahir dari nikah siri j iuga mienjadi isiu, kar iena 

stat ius anak dalam KK tidak siepieniuhnya sama d iengan anak dari p iernikahan sah.  

2). Pot iensi T iumbiuhnya Praktik Nikah Siri: 

a). Biebierapa pihak bierpiendapat bahwa k iemiudahan piembiuatan KK iunt iuk nikah siri 

jiustr iu dapat miendorong praktik nikah siri yang s iemakin marak.  

b). Padahal, UU P ierkawinan mieniegaskan pientingnya p iencatatan p ierkawinan iunt iuk 

miembierikan k iepastian hiukium dan p ierlind iungan bagi siemiua pihak.  

c). Kiet ient iuan "kawin bielium t iercatat" dalam KK jiuga dianggap kontraprodiuktif 

kar iena tidak siesiuai d iengan nomienklat iur yang ada dalam administrasi 

pierkawinan.  

3). Tangg iung Jawab N iegara: 



 

a). Kiemient ierian Dalam N iegieri (Kiemiendagri) hanya miencatat t ielah t ierjadinya 

pierkawinan, biukan mienikahkan pasangan.  

b). Tiugas Diukcapil adalah miencatat stat ius p ierkawinan, namiun biukan bierarti 

mieliegalkan p iernikahan siri.  

c). Piemierintah p ierliu miengambil langkah liebih lanjiut iuntiuk miembierikan 

pierlindiungan hiukium yang liebih baik bagi pasangan dan anak-anak dari 

piernikahan siri, siepierti mielaliui miekanismie isbat nikah yang liebih iefiektif.  

c. Riekomiendasi Kiebijakan: 

P ienielitian ini dapat miembierikan r iekomiendasi k iebijakan yang konstriuktif iunt iuk 

miengatasi masalah yang miungkin timb iul akibat k iebijakan t iersiebiut, sierta miembierikan 

masiukan iunt iuk pienyiempiurnaan k iebijakan di masa d iepan. Riekomiendasi Kiebijakan 

tierkait KK iunt iuk Nikah Siri, liebih d ietailnya siebagai bierikiut: 

1). Pienierbitan KK d iengan Stat ius Pierkawinan yang Jielas: S iebaiknya ada k iebijakan 

yang miengat iur piencatatan stat ius pierkawinan yang liebih jielas, misalnya d iengan 

mienambahkan opsi "nikah siri" ata iu "piernikahan bielium t iercatat siecara r iesmi" 

dalam KK. Hal ini akan miemb ierikan informasi yang liebih ak iurat dan mienghindari 

kiebingiungan di k iemiudian hari.  

2). Pienyiedierhanaan Prosies Itsbat Nikah: P iemierintah p ierliu mienyiedierhanakan prosies 

itsbat nikah (p ieng iesahan p iernikahan siri di p iengadilan agama) agar liebih miudah 

diaksies olieh masyarakat. Ini akan miembant iu pasangan nikah siri iunt iuk 

miendapatkan p iengakiuan niegara atas pierkawinan mier ieka.  

3). Sosialisasi Hak dan Kiewajiban: P iemierintah p ierliu liebih giencar mielakiukan 

sosialisasi mieng ienai hak dan k iewajiban pasangan yang mielakiukan nikah siri, 

tiermasiuk hak-hak anak yang lahir dari p iernikahan t iersiebiut.  

4). Pierlind iungan Hiukium bagi Anak: Kiebijakan yang liebih kompr iehiensif dip ierliukan 

iunt iuk miembierikan p ierlindiungan hiukium yang liebih baik bagi anak-anak yang lahir 

dari p iernikahan siri, t ieriutama t ierkait hak waris dan hak-hak lainnya.  



 

5). Piendidikan Masyarakat: Pierliu ada iupaya piendidikan k iepada masyarakat miengienai 

pientingnya p iencatatan p iernikahan siecara r iesmi iunt iuk miendapatkan p ierlind iungan 

hiukium dan hak-hak yang liebih baik, baik bagi pasangan maiupiun anak-anak 

mier ieka.  

S iecara kiesieliur iuhan, p ienielitian miengienai p ienierbitan KK bagi nikah siri miemiliki k iebar iuan 

dan orisinalitas dalam hal fok ius kajian, p iend iekatan analisis, dan pot iensi r iekomiendasi kiebijakan. 

P ienielitian ini dapat miembierikan kontribiusi p ienting dalam miemahami implikasi k iebijakan 

tiersiebiut dan miemb ierikan masiukan bagi p ierbaikan k iebijakan di masa d iepan. 

Kantor Uriusan Agama (KUA) mier iupakan garda paling d iepan dari k iemient ierian agama yang 

mienangani biebierapa tangg iung jawab p iemierintah di siektor kieagamaan dalam lingkiungan 

kiecamatan siutiur iut diengan Kiepiut iusan Mientri Agama No. 517 Tahiun 2001 Sierta Pierat iuran Mientri 

Agama Nomor 11 Tahiun 2007 dinyatakan mienjadi sat iuan kierja paling d iepan siebab KUA 

bierhadapan langsiung diengan p iendiudiuk siehingga normal jika k iebieradaan Kantor Uriusan Agama 

(KUA) dianggap amat miendiesak, sieringkali disiertai kiehadiran Kiemientrian Agama. Biebierapa hal 

yang p ierliu dipierhatikan tierkait nikah siri adalah: 

1. Hak-hak bagi istri tidak dijamin olieh p ierat iuran p ier iundang- iundangan.  

2. Istri siulit miempierjiuangkan hak-haknya, siepierti harta warisan ata iu harta 

kiekayaan sielama p ierkawinan.  

3. Piernikahan siri dapat mienimbiulkan masalah di k iemiudian hari, siepierti kawin 

biersaiudara ataiu anak kawin d iengan mantan istri ayahnya.  

4. Siuami sah ata iu istri sah dari miempielai p ierkawinan yang bisa mielaporkan nikah 

siri k ie hiukium pidana.  

Biebierapa syarat nikah siri dalam agama Islam adalah: Miemieniuhi lima r iukiun nikah, 

Miemp ielai pria tidak miemiliki iempat istri, Miemp ielai wanita t ielah miendapat izin dari wali 

yang sah, Tidak dilak iukan siecara t ierpaksa, Tidak dilak iukan dalam k ieadaan ihram ata iu 

iumrah.  

P ienierbitan Kart iu Kieliuarga bagi pasangan Nikah siri miemiliki dampak hiukium yang 

niegatif, siep ierti: 



 

1. Pihak p ier iempiuan tidak bisa mieniunt iut hak-hak-nya siebagai istri yang t ielah 

dilanggar olieh siuami kar iena tidak adanya k iekiuatan hiuk ium yang t ietap tierhadap 

liegalitas p ierkawinan t iersiebiut. 

2. Tidak miemiliki p ierlind iungan hiukium 

3. Dapat miempiengar iuhi psikologis istri dan anak. 

4. Masalah p iewarisan riumit dan ciendier iung miemb iuat salah sat iu pasangan, 

khiusiusnya siuami liebih lieliuasa iunt iuk mieninggalkan k iewajibannya. 

5. Mier iugikan kaium pier iemp iuan kar iena dianggap siebagai p ielampiasan nafsiu siesaat 

bagi kaium laki-laki. 

6. Akan ada banyak kasius poligami yang t ierjadi 

7. Sielain it iu, mieskipiun t ielah dit ierbitkan Kart iu Kieliuarga nikah siri jiuga dapat 

bierdampak pada p ierilak iu kieliuarga, siepierti: Hilang tangg iung jawab, Siulit t ierjadi 

kieharmonisan dalam k ieliuarga, Tidak saling mienghormati, Bierbieda kasih sayang 

tierhadap anak. 

 Sielain dampak niegatif, ada jiuga dampak positif mieskipiun dampak niegatif akan liebih 

banyak, antara lain: 

 1. Miengiurangi bieban ataiu tangg iung jawab sieorang p ier iempiuan yang mienjadi t iulang 

piunggiung k ieliuarga. 

 2. Mieminimalisasi bierkiembangnya p ienyakit AIDS ma iupiun pienyakit lainnya. 

 3. Mamp iu mienghindarkan siesieorang dari hiukium zina dalam agama. 
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